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PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987
tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan
beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan Tunggal
Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat

dillihat pada halaman berikut :

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
5 Alif Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
& Sa $ es (dengan titik di atas)
C Jim J Je
ha (dengan titik di
d Ha h
bawah)
d Kha Kh ka dan ha
3 Dal D De
. . . Zet (dengan titik di
3 Zal Z
atas)
J Ra R Er
J Zai z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
es (dengan titik di
ol Sad S
bawah)
de (dengan titik di
ol Dad d
bawah)




5 Ta . te (dengan titik di
bawah)

5 7a , zet (dengan titik di
bawah)

i “ain koma terbalik (di atas)

¢ Gain G Ge

o Fa F Ef

d Qaf Q Ki

d Kaf K Ka

J Lam L El

a Mim M Em

O Nun N En

3 Wau W We

A Ha H Ha

s Hamzah ‘ Apostrof

¢ Ya Y Ye

Hamzah (s) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (*).
A. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
: Fathah A A
- Kasrah | I

: Dammah U U




2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai
berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
) Fathah dan )
s Al adanu
ya
. Fathah dan
el Au adanu
wau
Contoh:
- G kataba
- (ad faala
- d suila
- Qs kaifa
- ds haula
. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
NTI Fathah dan alif A a dan garis di atas
atau ya

i Kasrah dan ya I i dan garis di atas
e Dammah dan wau U u dan garis di atas

Contoh:

- & gila

- (A0 rama

- & qila

- Jds  yaqilu

Xi



C. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:
1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammabh, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’
marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

_ Qa1 &ay;  raudah al-atfal/raudahtul atfal
- 3,3Ah 4l al-madinah al-munawwarah

- Al talhah

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf,
yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- J%  nazzala

-5 al-birr

E. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu J), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:
1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung

mengikuti kata sandang itu.
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2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan

bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan

tanpa sempang.
Contoh:

F. Hamzah

dadl
alil)
)
SMad)

ar-rajulu
al-galamu
asy-syamsu

al-jalalu

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh:

{).2,

Al

G. Penulisan Kata

ta’khuzu
syai’un
an-nau’u

inna

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya.
Contoh:

GB350 A 3424 &) 3 Wa innallaha lahuwa Khair ar-razigin/

Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
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- Wlu)a W1 3a 4l s Bismillahi majreha wa mursaha

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

. Gl Qo4 dal Alhamdu lillahi rabbi al- alamin/

Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

- el el Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf

kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- AeD R A Allaahu gaftirun rahtm

BN SVER Lillahi al-amru jami an/Lillahil-amru jami an
I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Iimu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.
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RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN
AKIBAT PEMALSUAN AKTA CERAI
(Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Nomor :
1331/Pdt.G/2023/PA.PBG.)

ABSTRAK

Aktsa Fatharani
NIM.2017302106

Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 22 menyatakan bahwa
perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk
melangsungkan perkawinan. Untuk perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak
dengan sendirinya menjadi batal, melainkan harus diputus oleh pengadilan sesuai
dengan PP nomor 9 tahun 1975. Dalam kasus yang terjadi di pengadilan Agama
Purbalingga dengan Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg hakim telah melakukan
pembatalan perkawinan dikarenakan akta cerai telah dipalsukan oleh pihak suami
yang terdahulu tanpa sepengetahuan istri. Sehingga pihak istri yang telah menikah
lagi harus dibatalkan perkawinanya karena secara hukum masih terikat dengan
perkawinan sebelumnya.

Penelitian-ini bertujuan untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hukum
yang digunakan (ratio decidendi) hakim dalam memutus perkara No.
1331/Pdt.G/2023PA.Pbg serta untuk mengetahui akibat hukumnya ditinjau dari
hukum positif. Metodologi yang digunakan adalah metode kepustakaan (library
research) dengan pendekatan kasus (case approach). Metode analisa data dengan
pendekatan kualitatif yang berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa putusan perkara
nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg, sebagai ratio decidendi hakim telah mendasarkan
pertimbangan hukumnya pada akta cerai palsu sebagai fakta hukum. Namun dalam
pertimbangannya, hakim tidak menilai lebih lanjut seperti kemungkinan terjadinya
dukhul. Akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan bagi suami istri
pada perkara tersebut yaitu perkawinan menjadi putus sehingga hubungan suami
istri di antara keduanya menjadi tidak sah dan bagi para pihak yang dibatalkan
perkawinannya statusnya kembali seperti keadaan semula sebelum terjadi
perkawinan karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Kata Kunci : Ratio Decidendi, Pembatalan Perkawinan, Akta Cerai
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada beberapa regulasi mengenai praktik pernikahan di Indonesia,
termasuk Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam
sebagai acuan hukum perkawinan di Negara Indonesia. Menurut Undang-
Undang No.1 Tahun 1974, Pasal 3 Ayat 1 menyatakan bahwa secara
prinsip, dalam sebuah perkawinan, seorang pria hanya diizinkan memiliki
satu istri. Begitu juga, seorang wanita hanya diizinkan memiliki satu
suami, . Dengan demikian, pasal ini menjelaskan bahwa bahwa laki-laki
ataupun perempuan dilarang memiliki lebih dari satu pasangan, kecuali
jika mereka telah diberi izin oleh pengadilan untuk memiliki lebih dari satu
pasangan. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Bab XI pasal 57
Kompilasi Hukum Islam.

Persyaratan pernikahan secara resmi juga diatur dalam Pasal 6 Ayat 2
poin F dari Peraturan Pemerintah N0.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang — Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu
diantara syaratnya adalah bahwa individu yang telah menikah harus
memenuhi persyaratan tertentu, termasuk memiliki surat keterangan

bercerai yang dikeluarkan oleh pengadilan agama.

1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 ayat (1).



Meningkatnya fenomena yang terjadi dalam lingkup pernikahan
adalah masalah yang berkaitan dengan tingginya angka perceraian.
Melansir dari databoks terdapat 3 (tiga) faktor utama yang menyebabkan
perceraian di tahun 2022, seperti faktor perselisinan dan pertengkaran,
ekonomi, meninggalkan pasangan yang kerap terjadi di Indonesia?. Selain
3 (tiga) faktor tersebut penyebab lain dari putusnya perkawinan adalah
kecacatan dalam admininistrasi perkawinan. Adapun kecacatan
administrasi yang dimaksud pada penelitian ini, yaitu pemalsuan identitas.
Pemalsuan identitas menjadi salah satu cara bagi beberapa orang yang
sudah berumah tangga untuk menikah lagi.

Pemalsuan dokumen adalah tindakan yang melanggar hukum. Hal ini
jika dilakukan dalam sebuah perkawinan maka dapat mengakibatkan
perkawinan yang dilakukan menjadi batal. Kasus putusnya perkawinan
yang diakibatkan karena pemalsuan dokumen, kadang kala hal tersebut
dilakukan dengan tujuan untuk mengelabuhi ataupun untuk membuat
seseorang dapat melakukan suatu pernikahan. Kondisi ini disebabkan oleh
adanya regulasi yang mengatur pembatasan dalam perkawinan, yang
termaktub dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, terutama pada Pasal
9. Salah satu tindakan pemalsuan dokumen yang sering terjadi saat ini
melibatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), atau

Akta Cerai.

2 Annur Cindy Mutia, Pertengkaran Terus Menerus, Faktor Utama Penyebab Perceraian di
Indonesia pa 2022, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/pertengkaran-terus-
menerus-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022, diakses pada 09 Desember
2023.



https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/pertengkaran-terus-menerus-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/pertengkaran-terus-menerus-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022

Pasal 22 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menegaskan mengenai
suatu perkawinan dapat dilakukan pembatalan jika para pihak melanggar
prasyarat guna melakukan perkawinan. Hal ini merujuk pada situasi
dimana syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi dan suatu perkawinan
belum dilangsungkan dapat dilakukan pencegahan perkawinan, jika
perkawinan sudah berlangsung bisa diputuskan dengan melakukan
pembatalan perkawinan.?

Permohonan Pembatalan perkawinan dapat diajukan melalui beberapa
pihak. Konsep ini ditegaskan dalam Pasal 72 Ayat 2 Kompilasi Hukum
Islam yang menyatakan bahwa baik suami maupun istri memiliki hak
untuk mengajukan pembatalan perkawinan jika dalam  perkawinannya
terdapat penipuan atau kesalahpahaman terhadap suami atau istrinya.

Adapun siapa saja yang dapat memohonkan pembatalan perkawinan,
orang-orang ini tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam yaitu,
keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri,
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan perkawinan menurut
hukum undang-undang, para pihak yang memiliki kepentingan dan
menyadari bahwa rukun dan syarat perkawinan tidak sesuai dengan

ketentuan hukum Islam dan peraturan hukum perundang-undangan.

3 Gusti Gema Mahardika Brata, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara
Pembatalan Perkawinan, 2019, him 436.



Pengadilan merupakan sebuah instansi yang dapat melakukan
pembatalan perkawinan. Pengadilan yang memiliki wewenang penuh
dalam mengadili perkara permohonan pembatalan perkawinan, yaitu
pengadilan yang berada atau satu wilayah dengan tempat pernikahan
maupun tempat tinggal kedua pasangan, baik suami ataupun istri. Pasal 28
Ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengatur tentang pembatalan
perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan yang dibatalkan dimulai
setelah keputusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan
berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan.* Dalam perkara ini,
Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Agama.

Putusan pengadilan dikatakan sebagai keputusan final yang diberikan
setelah melalui proses persidangan dalam suatu perkara. Putusan hakim
yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 (tiga) aspek, diantaranya yaitu
memberikan  kepastian = hukum, memberikan rasa keadilan dan
memberikan manfaat bagi para pihak. Putusan pengadilan tentang
pembatalan perkawinan yang tidak sah dapat membawa akibat hukum baik
bagi suami atau isteri dan keluarganya masing-masing sebagaimana yang
terdapat dalam hukum nasional yaitu Undang-Undang Perkawinan No.1
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana suami isteri
tersebut kembali seperti keadaan semula atau diantaranya seolah-olah

tidak pernah terjadi pernikahan.®

4 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 28 ayat (1).
5> Khoirul Anam, Pembatalan Perkawinan karena pemalsuan Identitas dalam Berpoligami,
Jurnal Universitas Tulungagung, him 3.



Beberapa perkara mengenai Pembatalan Perkawinan yang terjadi di
Pengadilan Agama Purbalingga salah satunya perkara yang teregister
dengan No0.1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg. Pembatalan perkawinan tersebut
terjadi akibat pemalsuan akta cerai. Perkara ini berawal dari ketidaktelitian
pegawai pencatatan nikah saat melakukan pemeriksaan berkas persyaratan
calon pengantin. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Purbalingga. Dimana
setelah dilangsungkannya pernikahan diantara Termohon 1 dan II,
Pemohon melakukan pemeriksaan kembali pada Akta Cerai Termohon I,
dan ternyata ada kejanggalan dalam Akta Cerai Termohon Il, kemudian
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Purbalingga yang
berkedudukan sebagai Pemohon memberi perintah pada Termohon | dan
Il untuk mengkonfirmasi ke Pengadilan Agama Purbalingga mengenai
Akta Cerai milik Termohon Il, yang hasilnya ternyata Akta Cerai dari
Termohon Il itu palsu. Termohon Il yang telah menikah dengan Termohon
| baru mengetahui bahwa Akta Cerai yang diserahkan dalam persyaratan
pernikahan ternyata palsu.®

Dalam perkara pembatalan perkawinan nomor
1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg, hakim memutuskan bahwa permohonan
pembatalan perkawinan disetujui dan menyatakan bahwa Akta Nikah dan
Kutipan Akta Nikah No. xxxx Tanggal xxxx atas nama Termohon I dan Il

tidak sah secara hukum. Dengan demikian, salinan Akta Nikah yang

& Putusan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Nomor:1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg.



dikeluarkan oleh Departemen Urusan Agama Purbalingga tidak memiliki
dampak hukum yang mengikat pada pihak-pihak terkait.

Dalam menjatuhkan amar putusan tersebut hakim mendasarkan pada
pertimbangan. Pertama, Perkara Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg
termasuk kewenangan Peradilan Agama karena Pemohon mendalilkan
bahwa pernikahan antara Termohon | dan Il berada dalam zona hukum
Pengadilan Agama Purbalingga. Kedua, Pemohon mendalilkan dimana
Pemohon yaitu Kepala Departemen Urusan Agama Kab.Purbalingga
memberi keterangan ternyata perkawinan antara Termohon I dan Il ilegal
dan Akta Cerai Termohon Il adalah palsu. Ketiga, mengidentifikasi alasan
permohonan pembatalan, antara lain mengenai perkawinan yang telah
terjadi antara Termohon | dengan Il, status diantara Termohon | dan II,
sehubungan dengan keabsahan akta cerai Termohon Il. Keempat,
mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk
mendukung kebenaran dalil yang diajukan. Kelima, mempertimbangkan
pengakuan dari Termohon I dan Il beserta alat bukti yang di ajakukan
pihak Pemohon.

Dari pertimbangan-pertimbangan diatas setidaknya ada tiga
pertimbangan yang disimpulkan penulis oleh Hakim dalam memtuskan
perkara. Pertama, mengenai pelaksanaan akad nikah antara Termohon |
dan Il tidak dibenarkan oleh negara. Kedua, bahwa Termohon Il masih
dalam ikatan perkawinan bersama pasangan lamanya. Ketiga, bahwa alat

bukti berupa akta cerai yang menjadi pendukung atas dalil gugatan adalah



palsu. Kesimpulan dari pertimbangan hakim diatas adalah hakim menilai
berdasarkan alat bukti berupa surat yang diserahkan pemohon sebagai
pendukung  dalil gugatan  yang  tertera  pada  perkara
N0.1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Dalam figh, pembatalan perkawinan disebut fasakh. Secara
etimologis, fasakh berarti nagdh atau pembatalan. Fasakh juga dapat
diartikan sebagai pencopotan hukum akad dari asalnya, seolah-olah akad
yang telah dilakukan tidak pernah ada. Sebenarnya hukum fasakh ini
secara umum- berlaku untuk semua jenis pembatalan, namun istilah
tersebut sering dikaitkan dengan pembatalan akad perkawinan. Fasakh
bisa terjadi karena didasarkan oleh kerelaan suami istri atau yang dikenal
istilah- khuluk dan bisa juga terjadi karena berdasar dari putusan
pengadilan. Pada aslinya, fasakh adalah sebuah tindakan pemutusan
hubungan perkawinan yang membatalkan akad perkawinan dari asalnya
dan menghilangkan kehalalan antara pasangan suami dan istri.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab fasakh, seperti aib
atau cacat, penipuan, perempuan yang sudah terbebas atas derajat
perbudakan, impotensi baik dari suami maupun istri, suami dengan kondisi
miskin dan tidak memiliki kemampuan memberikan nafkah, dan pasangan
ghoib.” Adapun sebab dari terjadinya fasakh adalah karena kecacatan yang

terjadi dalam akad perkawinan yang telah sah atau kondisi tertentu yang

7 Djawas, M., Amrullah, A., & Adenan, F. B. Fasakh Teori Maslahah Menurut Imam Al-
Ghazali. El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 2019.him 98.



datang kemudian sehingga mencegah keberlangsungan sebuah
pernikahan. Salah satu contoh cacat yang terjadi dalam sebuah akad
pernikahan apabila setelah dilangsungkannya akad terbukti bahwa istri
yang dinikahinya masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, maka
perkawinan tersebut harus difasakh. Adapun contoh kondisi tertentu yang
datang kemudian adalah apabila ternyata terdapat persyaratan berupa alat
bukti surat yang ternya palsu, maka perkawinan juga harus difasakh.

Akibat hukum dari fasakh sendiri jika dilihat dari figh tidak
mengurangi bilangan talak. Jika fasakh terjadi sebelum dukhul maka tidak
ada kewajiban yang ditanggungkan kepada  pihak laki-laki kepada
perempuan. Posisi fasakh jika diliat dari figh sama seperti talak bain
sughro yang memutuskan ikatan perkawinan saat itu juga®. Dengan
dikeluarkannya putusan Nomor  1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg Pengadilan
Agama Purbalingga dengan demikian melalui putusan tersebut telah
membatalkan ikatan perkawinan diantara pasangan tersebut. Hal ini
dikarenakan terdapat pemalsuan akta cerai yang telah dikonfirmasi dalam
proses persidangan.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut
mengenai fenomena pembatalan pernikahan dengan melihat alasan Ratio
Decidendi Hakim dan Implikasi Pembatalan Perkawinan terhadap status

perkawinan dalam Hukum Positif. Maka, penulis mencoba mengambil

& Nasution, M. I. Perbedaan Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama dalam
Penerapan Fasakh terhadap Cerai Murtad. El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga. 2021, him 374.



judul ”RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PEMBATALAN
PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN AKTA CERAI (Studi
Putusan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Nomor:
1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg)”. Yang menjadi wilayah penelitian Kkali ini
yaitu Kota Purbalingga Provinsi Jawa Tengah dengan fokus di Pengadilan

Agama Kota Purbalingga.

B. Definisi Operasional
Keesalahpahaman tentu sering terjadi dalam memahami sesuatu
karena itu adalah fitrah dari manusia sebagai insan yang seringkali
menghadapi perihal lupa dan salah. Dengan hal ini perlunya memberikan
kepahaman kepada pembaca untuk memahami judul skripsi, tentu perlu di
paparkan secara rinci mengenai istilah yang konkret dan penting untuk
diketahui tentang “Ratio Decidendi Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan
Akibat Pemalsuan Akta Cerai (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama
Purbalingga Nomor: 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg)”. Jadi, untuk menyatukan
pemahaman penulis menegaskan hal-hal yang terkandung dalam judul
tersebut, yaitu:

1. Ratio Decidendi Hakim
Pengertian ratio decidendi, juga dikenal sebagai pertimbangan
hakim dalam memutus suatu perkara, digunakan oleh hakim untuk
membuat keputusan yang menjadi dasar dari keputusan tersebut. Fungsi
ratio decidendi selaras dengan legal reasoning dan the ground of

reason the decision dalam penjelasan berikutnya.
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Ratio decidendi ini, menurut Goodheart dalam Indonesia Journal
of Law and Social-Political Governance, menunjukkan bahwa ilmu
hukum adalah ilmu yang bersifat preskriptif daripada deskriptif.
Penafsiran hakim, atau pertimbangan yang digunakan para pembentuk
undang-undang untuk mempertimbangkan, hal ini dikenal dengan ratio
decidendi. Dalam kasus ini, fakta materiil berperan karena baik hakim
maupun para pihak akan mencari dasar hukum yang tepat untuk
diterapkan dan dituangkan pada fakta kasus.® Ratio Decidendi Hakim
yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu perkara pembatalan
perkawinan yang teregister dalam Nomor: 1331/Pdt.G/2023/PA.Phg.

2. Pembatalan Perkawinan

UU Perkawinan berikut peraturan pelaksananya (PP) Nomor 9
Tahun 1975 tak menjelaskan definisi Pembatalan Perkawinan. Selain
itu, definisi Pembatalan Perkawinan yaitu aksi dibatalkannya
perkawinan yang tidak menimbulkan dampak hukum, hal ini terjadi
karena pekawinan tak memenuhi syarat perundang-undangan dan
hukum yang berlaku.’® Pembatalan Perkawinan yang dimaksud pada
penelitian ini, yaitu perkara pembatalan perkawinan yang teregistrasi di

Nomor Perkara: 1331/Pdt.G/2023/PA.Phg.

® Arga Andhika Putra Wibawa dan Nynda Fatmawati Octarina, ” Ratio Decidendi
Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Perkara Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Studi
Putusan Nomor 26/G/2016/PTUN.PLK dan Putusan Nomor 19/G/2019 PTUN.PLK),” Indonesia
Journal of Law Social-Political Governance, vol. 3, no. 1, 2023, him 1131.

Hukumonline.com, Alasan, Tata Cara dan Tahapan Pembatalan Perkawinan,
https://www.hukumonline.com/berita/a/pembatalan-perkawinan-1t62d0cc4eeffcl/, diakses pada
tanggal 06 Desember 2023.



https://www.hukumonline.com/berita/a/pembatalan-perkawinan-lt62d0cc4eeffc1/
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3. Akta Cerai

Akta outentik, akta cerai merupakan produk hukum yang
dikeluarkan dari pengadilan sebagai akta yang outentik. Dimana akta
cerai ini menjadi bukti telah terjadi penceraian. Penerbitan akta cerai
dapat terjadi jika perkara gugatan atau permohonan diterima oleh
majelis hakim dan telah memperolen kekuatan hukum tetap
(inkracht).'!Akta cerai merupakan bukti outentik atas sahnya
perceraian yang dilakukan oleh seorang suami dan seorang istri, dan
dengan akta cerai itu pula sebagai dasar dan legalitas putusnya
perkawinan, akta cerai pula yang digunakan sebagai dasar untuk
melakukan perubahan status, sebagai janda cerai atau duda cerai.

Akta cerai adalah dokumen resmi yang mengkonfirmasi
pembubaran pernikahan secara hukum. Dokumen ini dikeluarkan oleh
badan pemerintah yang berwenang setelah proses perceraian selesai. Isi
dari akta cerai mencakup informasi tentang identitas kedua pasangan,
tanggal perceraian, dan ketentuan-ketentuan terkait pemisahan harta
dan hak-hak lainnya yang terkait dengan perceraian tersebut. Akta cerai
ini memiliki kekuatan hukum dan digunakan sebagai bukti resmi

tentang status pernikahan yang telah berakhir.

11 Virgi Andika Listanto, "Efektifitas Layanan Pengambilan Akta Cerai Melalui Aplikasi

Online Di Pengadilan Agama Bandung”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,

2021.
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C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latarbelakang diatas dapat dirumuskan rumusan masalah
sebagai berikut:

1. Bagaimana Ratio Decidendi Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan
Akibat Pemalsuan Akta Cerai pada putusan Nomor: 1331/Pdt
G/2023/PA.Pbg di PA Purbalingga?

2. Bagaimana Implikasi pembatalan perkawinan pada putusan perkara
nomor : 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg terhadap status perkawinan dalam

Hukum Positif di PA Purbalingga?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
Setiap penelitian memiliki tujuan yang bisa dijadikan acuan dalam
memperkuat ketajaman analisis, diantaranya:
1. Tujuan Penelitian

a. Menganalisis ratio decidendi hakim pada permasalahan pembatalan
perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Purbalingga nomor:
1331/Pdt.G/2023/PA.Phg.

b. Menganilisis dampak atas Pembatalan Perkawinan dengan nomor
perkara:1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg tentang status perkawinan dalam
hukum Islam pada Pengadilan Agama Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian
Harapan dari penelitian ini adalah bisa berguna untuk penulis
ataupun pihak-pihak lain yang berkepentigan. Manfaat penelitian ini

adalah :
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a. Dapat menjadi sebuah landasan pengembangan ilmu pengetahuan
dan pembelajaran lebih lanjut bagi mahasiswa dan mahasiswi UIN
Saizu Purwokerto.

b. Hasil penelitian ini menjadi sumbang khazanah keilmuan dan
kepustakaan bagi para pembaca khususnya mengenai Pembatalan
Perkawinan dan implikasi dari Pembatalan perkawinan.

c. Memperdalam wawasan Mahasiswa khususnya Mahasiswa Hukum
Kelaurga Islam, dan dapat meningkatkan diskursus pembahasan.

d. Memperdalam pandangan penulis dan para pembaca, berkenaan
ratio decidendi hakim akan pembatalan perkawinan dalam
pemalsuan akta cerai.

e. Menjadi referensi tentang pentingnya persyaratan dalam

melangsungkan perkawinan.

E. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan penulis serupa dengan penelitian-penelitian
sebelumnya, vyaitu pada pokok bahasannya berupa Pembatalan
perkawinan. Perbedaannya, penulis ingin menganalisis dasar pemikiran
hakim yang memutuskan batalnya perkawinan karena adanya pemalsuan
dokumen berupa akta cerai. Perbedaan dan persamaan dengan penelitian
lainnya:

Pertama, dalam mempersiapkan peenelitianya, penulis membaca
karya tulis Ahmad Mustagfirin Ansor dengan tema pembatalan

perkawinan akibat pemalsuan mas kawin studi penetapan putusan hakim
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n0.2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl). Adapun isi dari penelitian yang diangkat
olen Ahmad Mustagfirin Ansor menjelaskan permohonan pembatalan
perkawinan didaftarkan oleh istri karena pemalsuan mahar. Pemalsuan
mahar yang terjadi berupa uang palsu (uang monopoli) yang dihias di
dalam bingkai. Simpulan dari karya tulis ini bahwa pernikahan yang
semula terjadi seolah-olah tak sempat terjadi, tak ada masa iddah bagi isri,
tidak ada kewajiban maskawin serta nafkah untuk istri.*?

Kedua, Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas juga
dibahas oleh Sujoko Prihantoro dengan topik kajian hukum terhadap
pembatalan perkawinan akibat pemalsuan dokumen (studi penetapan PA
Karanganyar No. 832/Pdt.G/2004/PA.Kra.). Isi kajian ini menitik beratkan
pada persoalan pokok bahwa pemalsuan dokumen pernikahan yang
diserahkan oleh termohon 1 dan I . Dimana dalam dokumen yang
diserahkan diterangkan status termohon | seorang duda karena istrinya
meninggal. Perkara Pembatalan perkawinan ini diputuskan pada
pengadilan Karanganyar.

Ketiga, dalam Penelitiannya Abdullah lilis yang berjudul pembatalan
perkawinan karena adanya pemalsuan identitas suami dalam perkawinan
karena adanya pemalsuan identitas laki-laki dalam perkawinan
Poligami,studi perkara No0.68/Pdtg.G/2012.Pa.Sgm. Isi dari penelitian

Abdullah lilis tentang, dampak hukum pada Pembatalan perkawinan yang

12 Ansor, Ahmad Mustagfirin, ”Pembatalan Perkawinan Palsunya Mahar (Analisis Putusan
Hakim Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl), Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022.



15

amarnya mengabulkan pembatalan dan pernikahan yang terjadi diantara
termohon | dan Il batal demi hukum, akibatnya status dari termohon II
sebagai perawan ; Prosedur justifikasi dan pandangan hukum nang
digunakan Hakim dalam memutus suatu problem, hakim mempunyai
kewajiban mutlak dituntut untuk mengetahui fatkta-fakta permasalahan
untuk kasus yang dihadapinya.’?

Keempat, Dalam penelitiannya penulis juga mengambil referensi dari
karya tulis Chusna Nur Hayati yang mengangkat judul pembatalan
perkawinan karena pemalsuan identitas (studi kasus pengadilan agama
surakarta). Adapun isi dari judul Skripsi tersebut adalah Pemalsuan
identitas yang dilakukan oleh calon pengantin antara lain pemalsuan akta
kematian serta pemalsuan surat persetujuan dari istri dan pengadilan
agama; Keputusan hakim untuk mengabulkan permohonan pembatalan
perkawinan tersebut dilakukan antara Salijo dengan Termohon, dan
termohon keterangan palsu (false) dan keterangan mengenai keadaan
Pemohon yang telah mati serta perkawinan yang dilakukan tidak
menyertakan izin dari istri dan pengadilan agama sebagai syarat formil
perkawinan.*

Kelima, jurnal karya Sulkhan Zunari yang berjudul status perkawinan

suami istri pasca pembatalan perkawinan islam di indonesia. Isi dari Jurnal

13 Abdullah Lilis, ” Pembatalan Nikah karena Pemalsuan Identitas Suami dalam Pernikahan
Poligami (Studi Kasus Nomor 68/Pdt.G/2012/2012/PA.Sgm), 2017.

14 Cindy Faradilah, ” Pembatalan Perkawinan Akibat Palsunya ldentitas karena Kasus
Poligami (Analisis Kasus di Pengadilan Agama Surakarta) ”, Skripsi Universitas Muhammadiyah
Surakarta, Fakultas Hukum, 2018.
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karya Sulkhan Zunari mengenai pluralisme peraturan yang berkaitan
mengenai hukum materil Pembatalan Perkawinan Islam Di Indonesia.
Kajian regulasi yang dilakukan Sulkhan Zainuri yaitu fokus di Undang-
Undang No.1 Tahun.1974 serta Kompilasi Hukum Islam. Simpulan
Kajian kepustakan oleh Sulkhan Zainuri bahwa terdapat dua pemahaman
tentang definisi Pembatalan Perkawinan, yaitu perkawinan yang batal buat
hukum. Pembatalan yang terjadi mempengaruhi status hukum pasangan
tersebut, meskipun akibat hukum mengenai anak, warisan, dan status
pihak ketiga adalah sama.(Zainuri, 2019)

Keenam, Jurnal mengenai pembatalan perkawinan juga telah diteliti
oleh kadek mitha septiandini dan i wayan wiryawan yang bejudul
ketentuan tentang pembatalan perkawinan oleh jaksa terhadap waris anak
dalam hukum perkawinan. Adapun isinya membahas representasi negara
oleh jaksa terhadap pembatalan perkawinan dan implikasinya pada anak.
Kesimpulan Jurnal ini adalah jaksa merupakan pihak yang mempunyai
kewenangan mewakili urusan negara. Hal ini tertuang dalam Pasal.30 Ayat
Il Undang-Undang No.16 Tahun.2004 mengenai kejaksaan. Jika merujuk
putusan 196 K/AG/1994 seorang jaksa tidak memiliki kewenangan dalam
melakukan pembatalan perkawinan, konsekuensi dari batalnya
perkawinan pasti dan berpotensi dirasakan para orang tua juga. Seorang
anak memiliki kewenangan yang maksimal dalam pewarisan harta orang
tua, jika tidak terjadi pembatalan perkawinan. Namun, jika terjadi maka

anak tidak memiliki hak dalam warisan orang tua, karena batalnya



17

perkawinan berakibat tidak terjadinya pembauran harta kecuali jika hal itu
terjadi lagi sesuai adat oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Ketujuh, jurnal karya muhammad jazil rifgi yang berjudul penegakan
hukum terhadap pemalsuan identitas dalam pembatalan perkawinan. Isi
dari jurnal yang di kaji oleh Muhammad Jazil Rifgi tentang pemalsuan
identitas yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan sebuah
pernikahan. Beberapa Pemalsuan ldentitas yang terjadi di Surabaya, yaitu
pemalsuan data kewarganegaraan, pemalsuan surat keterangan menikah
untuk menikah. Isi simpulan dari  jurnal bahwa alasan utama pembatalan
pernikahan adalah penipuan identitas. *°

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para
penulis di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan
perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis kaji.
Perbedaan dalam penelitian ini, yaitu pada permasalahan penelitian,
dimana pemohon dari pembatalan perkawinan ini adalah pihak yang
mengurus persyaratan perkawinan yang berkedudukan sebagai Kepala
Kantor Urusan Agama (KUA) Purbalingga, dan objek pada problem yang
teregister di nomor perkara:1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg adalah pemalsuan
Akta Cerai, dimana pihak pemohon yang berkedudukan sebagai pegawai
kantor urusan agama tak jeli saat melakukan pemeriksaan persyaratatan

pernikahan, dimana seorang istri yang telah bersuami selanjutnya

15 Rifgi, M. J. Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan
Perkawinan. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah. 2019
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bersuami kembali dengan jejaka dan mengaku dirinya janda tanpa

melakukan pemberitahuan ke Pengadilan Agama.

F. Metodologi Penelitian

Secara etimologi (asal usul kata) methodologi berasal dari Yunani
language, yang terdiri bagi menjadi two word, metodos dan logos. Kata
metodos diambil dari kata metha yang artinya melalui atau melewati dan
bisa diartikan sebagai jalan maupun cara. Sehingga, metodologi dapat
diartikan sebagai suatu proses berpikir teliti dalam menyelesaikan dan
mencapai tujuan melalui metode atau cara yang sistematis.'® Sementara
itu, penelitian (research) adalah suatu proses ilmiah dalam menemukan
fakta dan data, yang bertujuan untuk membuktikan diagnosis atau dugaan.
Proses ilmiah adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti dengan
berpedoman pada sifat keilmuan, yaitu rasional, empiris, Sitematis.
Rasional diartikan sebagai sifat keilmuan yang masuk akal; Empiris
memiliki arti dapat diamati oleh panca indra; Sistematis, yaitu proses yang
terstruktur.’

Jadi, metodologi penelitian merupakan suatu proses ilmiah yang
dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun menguji dugaan

dengan cara berpikir secara teliti serta menyeluruh dalam menemukan,

16 Mai Sri Lena, dkk, Metode Penelitian, (Malang : CV. IRDH, 2019), him 1.
"Suyitno, Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya,
(Tulungagung : Akademia Pustaka, 2018), him 1.
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mengolah data, serta penganalisisan yang selanjutnya ditarik kesimpulan
secara obyektif tanpa dipengaruhi asumsi atau pendapat pribadi.®
1. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh penulis masuk dalam kategori
penelitian kualitatif, Dimana penelitian ini bersifat deskriptif dan
cenderung menggunakan analisis. Teori dalam penelitian ini menjadi
alat untuk menganalisis agar dapat ditarik kesimpulan dan hasil
penelitian.’® Berdasarkan data yang diambil jenisnya adalah
kepustakaan  (Library Reseacrch) dengan ~meneliti tetapan
No.1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg kemudian dikaitkan oleh data wawancara
dari pimpinan majelis sidang dan kepala kua Purbalingga.
2. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian, penentuaan lokasi penting karena membantu
penulis dalam menemukan data. Lokasi penelitian yang ditentukan
penulis yaitu Pengadilan Agama Kota Purbalingga, Provinsi Jawa
Tengah.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan pada penelitian ini menggunakan Case Approach
(pendekatan kasus) yaitu dengan menganalisis pertimbangan hakim
sehingga sudah tepat digunakan pada fakta yang bersangkutan sehingga

menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

18 Rifa’i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : SUKA-Press UIN
Sunan Kalijaga, 2021) him 2.

19 Sugiono, Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. VI; Bandung:
Alfabeta, 2009), him 8.
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4. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian
Subjek penelitian, yaitu seseorang yang dapat dijadikan
sumber informasi yang memberi data akurat seputar masalah yang
akan diteliti dan yang menjadi subjek penelitian ini, yaitu Hakim

Pengadilan Agama Purbalingga.

b. Objek penelitiann
Objek Penelitianya, yaitu Putusan Nomor:
1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg yang dikeluarkan Pengadilan Agama

Purbalingga.

5. Sumber Data
a. Data Primer, adalah data didapat secara langsung.?’ Data primer
dalam penelitian ini adalah Putusan Nomer
1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg.
b. Data Sekunder, ialah data yang mendukung data primer.2* Penulis
menggunakan data sekunder berupa Undang- undang Perkawinan,
Kompilasi Hukum Islam, referensi buku, kamus, jurnal, dan

wawancara dengan hakim.

20 saifudin Azwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), him 91.
21 Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach Jilid | (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), him 11.
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6. Teknik Pengumpulan dan Analisi Data

Teknik penelitian dalam mendapatkan data dengan cara Studi
Pustaka, wawancara dan dokumentasi. Studi Pustaka ini dengan melihat
peratura, buku, jurnal terkait. Dimana wawancara dilakukan secara
langsung face to face dengan memberi pertanyaan sesuai penelitian.
Sedangkan, dokumentasi yaitu penulis melihat serta menganalisis
dokumen dan data yang di dapat. Adapun teknik analisis data untuk
mencapai simpulan penelitian, yaitu menggunakan instrumen analisis
induktif. Instrumen ini berpijak pada fakta yang memiliki sifat khusus
ke sifat yang lebih umum. Methode untuk menganalisis data
menggunakan deskriptif analisis, dengan menggunakan tiga tahapan,
(1) reduksi = data yaitu menyeleksi, mengklasifikasikan, dan
menggolongkan bahan-bahan secara sistematis, (2) display data yaitu
setelah data disusun secara sistematis kemudian disajikan agar mudah
dipahami, (3) penarikan kesimpulan dengan meganalisis bahan-bahan
hukum yang ada dengan teori yang sudah ditentukan untuk diambil inti

dari hasil penelitian yang dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan
Bab awal, pendahuluan berisi mengenai alasan dari permasalahan,
perumusan permasalahan, maksud dari penelitian, kegunaan penelitian,

tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan urutan pembahasan.
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Bab kedua kajian teori merupakan kerangka teori mengenai
perkawinan, pembatalan perkawinan, kewenangan pengadilan, dan ratio
decidendi.

Bab ketiga Deskripsi Putusan, memaparkan para pihak yang terlibat,
deskripsi kasus, alat bukti yang disertakan dalam kasus, pertimbangan —
pertimbangan hakim dalam memtuskan kasus pembatalan perkawinan
yang teregister dalam nomor perkara:1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg, dan Amar
Putusan yang dijatuhkan Hakim.

Bab keempat berisi analisis terhadap Ratio Decidendi Hakim dalam
putusan Nomor: 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg dan analisis Implikasi
pembatalan = perkawinan = dengan  nomor  register = perkara
1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Bab kelima Penutup simpulan dan saran. Simpulan memuat gambaran
umum atau uraian singkat. Sedangkan, Saran meliputi kontribusi
penelitian dan kendala yang dihadapi = penulis selama melakukan

penelitian.



BAB I
KONSEP UMUM PEMBATALAN PERKAWINAN
A. Konsep Umum Perkawinan
1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan adalah suatu jalan yang dipilih Allah Swt., sebagai jalan
bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.
Nikah, menurut bahasa berasal dari kata al-jum 'u dan al-dhamu yang
artinya kumpul. Makna nikah (Zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-
tazwij yang artinya akad nikah. Juga diartikan (wath'u al zaujah)
bermakna menyetubuhi istri.

Pernikahan disebut juga dengan perkawinan, dalam bahasa Indonesia
“perkawinan’ berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya
membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin
atau bersetubuh”. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam
suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak
perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain
itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh??.

Nikah itu perjanjian dan ikatan lahir batin antara laki-laki dengan
seorang perempuan yang dimaksudkan untuk bersama serumah tangga
dan untuk berketurunan, serta harus dilangsungkan memenuhi rukun-

rukun dan syarat-syarat menurut hukum islam dan negara.?®

22 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah, (Jakarta, Rajawali
Pres, 2014), him 6-7.
23 Nasrudin Thaha, Pedoman Perkawinan Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), Hal. 10.

23
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Menurut Sayuti Thalib, pengertian perkawinan dalam arti sempit
adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara laki-laki dengan
seorang perempuan. Unsur perjanjian disini untuk memperlihatkan segi
kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakannya kepada
masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk menyatakan segi
keagamaanya dari suatu perkawinan.?*

Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskan
definisi perkawinan dengan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang
Perkawinan. Disamping definisi yang diberikan oleh Undang-Undang
Nomor | Tahun 1974 diatas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
memberikan - definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi
Undang-Undang tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, hal ini
dijelasakan dalam Pasal 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan
merujuk dari Hukum Islam adalah sebuah pernikahan, merupakan akad
yang sangat kuat atau miitsagan ghalizhan untuk menaati perintah Allah
dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam rumusan Undang-Undang, istilah "ikatan lahir batin"
dijelaskan dengan kata "mitsagan ghalizhan”, yang menunjukkan bahwa

akad perkawinan bukanlah sekadar perjanjian perdata. Sementara

24 Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: U. I. Press, 1982), Hal. 47.
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mengikuti perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah, ini
adalah penjelasan dari ungkapan yang berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa dalam Undang-Undang. Ini menunjukkan bahwa bagi umat
Islam, perkawinan adalah peristiwa agama dan oleh karena itu, mereka
yang melaksanakannya adalah perbuatan ibadah.?

Perkawinan, selain merupakan tindakan ibadah, juga merupakan
amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik oleh
perempuan yang telah menikah. Selain itu, ia diambil melalui prosesi
keagamaan yang sama seperti prosesi akad nikah. Hal ini sesuai dengan
hadis Nabi dari Ibnu Abbas, yang mengatakan, *"Sesungguhnya kamu
mengambilnya sebagai amanah dari Allah dan kamu menggaulinya
dengan kalimat dan cara-cara yang ditetapkan Allah."

2. Dasar Hukum

Baik Allah maupun Nabi menyuruh perkawinan. Dalam Al Qur'an,

banyak perintah Allah untuk melaksanakan perkawinan. Untuk memulai,

Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 32:

T ST VRV R L SOy I S ST P S L X P < TR 3

Soaliab Ga W1 4gd £ 133580 O) (S5 4S3Ls e omkaally 483 ALY 15585
més« &3“3 4y

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan
juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu,
baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan
memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah
Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

25 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta, Kencana Pernada
Media Group, 2006), him 40-41.
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Begitu banyak pula perintah Nabi kepada umatnya untuk melakukan
perkawinan. Diantaranya, seperti dalam hadist Nabi dari Anas bin Malik
menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban, sabda Nabi
yang berbunyi bahwa “Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai
yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak
kaum di hari kiamat”.

3. Syarat sah atau Rukun perkawinan

Adapun rukun-rukun dan syarat-syarat nikah menurut kedudukan
hukumnya masing-masing adalah sebagai berikut :%°

Rukun Perkawinan antara lain:

a. Calon Isteri dan Calon Suami

Pengakuan Islam tentang pernikahan yang sah yaitu jika
perkawinan yang dilangsungkan antara pihak laki-laki dengan
pihak perempuan, selain itu maka pernikahannya tidak di akui.
Adapun syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk laki-laki dan
perempuan yang akan kawin adalah :

1) Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan

yang lainnya.

2) Keduanya sama-sama beragama Islam.

3) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan

perkawinan.

% Hasbi. Ashshiddieqy, Hukum Islam, (Jakarta : pustaka Islam 1962), him 300.
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4) Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju
pula dengan pihak yang akan mengawininya.?’
b. Wali

Dalam perkawinan wali adalah seseorang yang bertindak atas
nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.?® Perwalian
yang dalam istilah disebut “walayah” adalah hak penguasaan
penuh yang diberikan hukum kepada seseorang untuk menguasai
dan ‘melindungi seseorang.?® Orang yang diberi kekuasaan
perwalian disebut wali.

Wali menurut perkawinan patrilinial terdiri dari, :3°

1) Wali nasab, artinya wali dari anggota keluarga laki-laki
bagi calon pengantin perempuan yang mempunyai
hubungan darah patrilinial dengan calon pengantin
perempuan itu.

2) Wali hakim, ialah wali dari pihak penguasa atau wakil
penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan
(penghulu).

3) Hakam, yaitu seseorang yang masih masuk keluarga

perempuan walaupun bukan merupakan wali nasab, tetapi

21 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta, Kencana Pernada
Media Group, 2006), him 64.

28 1bid, him 69.

2 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1974), Hal. 89.

30 Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: U. I. Press, 1982), Hal. 65.
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la mempunyai pengertian keagamaan Yyang dapat
bertindak sebagai wali perkawinan.

4) Muhakam, ialah seorang anak laki-laki bukan keluarga
dari Perempuan dan bukan pula dari pihak penguasa,
tetapi mempunyai pengertian keagamaan yang baik dan
dapat menjadi wali dalam perkawinan. Orang tersebut
mempunyai kedudukan tertentu dalam Masyarakat.

c. Dua orang saksi
Kehadiran saksi dalam akad nikah lebih utama dibanding
pada pelaksanaan akad muamalat. Kesaksian untuk suatu
perkawinan hendaklah diberikan oleh dua orang laki-laki dewasa
dan adil dan dapat dipercaya. Syarat dua orang saksi sebagai
penguat dalam suatu kejadian yang menghendaki pembuktian.
d. Lafadz ijab kabul
ljab berarti menawarkan dan kabul berarti menerima. ljab
ialah suatu pernyataan penegasan kehendak mengikatkan diri
dalam perkawinan yang dilakukan oleh pihak perempuan atau
walinya ditujukan kepada laki-laki calon suami. Sedangkan kabul
jalah suatu penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai

suami isteri yang dilakukan oleh pihak laki-laki atau walinya.*?

31 Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: U. 1. Press, 1986), him. 68
32 1bid, ... hlm. 70.
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e. Mahar/sadag/mas kawin
Yaitu suatu kewajiban yang harus diberikan atau dibayarkan
oleh seorang mempelai laki-laki kepada mempelai wanita.
Pemberian mahar dapat diberikan ketika berlangsungnya akad
nikah atau boleh juga setelah berlangsungnya akad nikah®,
Begitupun dengan syarat perkawinan, hal tersebut masuk dalam
sahnya suatu perkawinan dalam suatu negara khususnya Indonesia,
disebutkan antara lain :
a) Syarat materiil
Syarat-syarat materiil adalah syarat-syarat terhadap para
pihak terutama mengenai kehendak, wewenang, dan persetujuan
orang lain yang diperlukan-oleh para pihak untuk melangsungkan
perkawinan. 34Secara substansial, Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang
Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah hanya jika
dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-
masing orang, dengan penjelasan bahwa perkawinan tidak boleh
dilakukan di luar hukum agama dan kepercayaan masing-masing
orang, Prof. Dr. Hazairin. S.H., dalam bukunya ”Tinjauan
mengenai Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan®” menjelaskan sebagai berikut : ’jadi bagi orang

3 Ibid, him 85.

% Waluyo, B. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2(1),
2020, him193-199.

% Hazairin, Tinjauan mengenai Undang-undang perkawinan: nomor 1/1974 dan lampiran
UU nomor 1/1974 tentang perkawinan, Tintamas, 1975.
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Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar
hukum agamanya sendiri. Demikian pula bagi orang Kristen dan
Hindu atau Hindu Budha seperti dijumpai di Indonesia”.%

Sahnya perkawinan dalam undang-undang didasarkan pada
ketentuan-ketentuan hukum masing-masing agama dan
kepercayaanya para pihak yang hendak melangsungkan
perkawinan itu. Keberlakukan syarat-syarat tersebut adalah
sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Syarat-syarat materiil dapat dibedakan menjadi dua, yaitu '

a. Syarat materiil yang absolut (mutlak)

Merupakan . syarat-syarat yang berakibat pada
umumnya orang tidak lagi berwenang melangsungkan
perkawinan, jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi oleh para
pihak. Syarat-syarat ini meliputi 5 hal, yaitu :

1) Kedua belah pihak masing-masing harus tidak

terikat dalam perkawinan.

2) Adanya persetujuan sukarela atau bebas antara

calon suami istri

3% K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980),
Him. 16.

37 Bing Waluyo. 2020. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan
Kewarganegaraan 2 (1), him 195.
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3) Calon suami istri harus mempunyai batas umur
minimum tertentu

4) Harus ada persetujuan dari pihak ketiga (izin orang
tua)

5) Seorang wanita tidak boleh/ dapat kawin lagi
sebelum lampau waktu tunggu (waktu tunggu
perempuan)

b. Syarat-Syarat Materil yang relatif

Syarat-syarat  ini adalah syarat-syarat yang

mengandung larangan perkawinan tertentu, yaitu :

1) Larangan perkawinan antara orang-orang yang ada
hubungan kekeluargaan dan antara dua orang yang
mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau
peraturan lain yang berlaku dilarang kawin
sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Perkawian.

2) Larangan perkawinan antara mereka yang dengan
putusan hakim terbukti melakukan perzinahan.

3) Larangan perkawinan karena perkawinan
terdahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU
Perkawinan.

b) Syarat Formil
Syarat-syarat formil adalah syarat-syarat yang berhubungan

dengan tatacara atau formalitas-formalitas pelangsung
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perkawinan®®. Syarat-syarat formil dari perkawinan antara lain
ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan,
yakni setiap pernikahan wajib dicatatkan sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku hal ini sejalan dengan
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Hal ini sama halnya
dimaknai sebagai aturan pencatatan bagi dokumen-dokumen
negara yang penting lainnya seperti kelahiran, kematian yang
dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang
juga dimuat dalam daftar pencatatan. Sehingga aturan mengenai
pencatatan setelah pernikahan itu penting sebagai suatu upaya

penertiban bagi masyarakat.

4. Asas Perkawinan

a. Asas Monogami

Asas perkawinan yang berlaku pada hukum perkawinan

Indonesiaa adalah asas monogami, yaitu dimana seorang pria hanya

dibolehkan memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh

memiliki satu suami. Namun, monogami yang diterapkan di

Indonesia merupakan monogami relatif/ terbuka yang artinya

memberikan peluang bagi seorang untuk melakukan poligami.

Di dalam KUH Perdata asas monogami yang dianut adalah

bersifat mutlak dan ini dapat dilihat dalam Pasal 27 KUH Perdata

38 Waluyo, B. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2(1),

2020, him193-199.
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yang menyatakan bahwa dalam waktu yang sama, seorang pria
hanya diperbolehkan mempunyai seorang perempuan sebagai istri,
dan perempuan hanya satu laki-laki sebagai seorang suami. Dengan
demikian, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas
monogami tidak mutlak yakni poligami yang dapat dipahami
sebagai kelembagaan alternatif untuk solusi suatu permasalahan.®
b. Asas tidak mengenal Perkawinan Poliandri

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
dalam Pasal 3 Ayat (1) menjelaskan tentang ketidakbolehan adanya
perkawinan poliandri , dimana seorang wanita hanya boleh memiliki
seorang suami pada waktu bersamaan.

5. Macam-macam Perkawinan

a. Perkawinan yang Sah/Shahih

Suatu akad perkawinan menurut hukum islam adalah sah apabila
akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun
yang lengkap, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama dan tidak
ada sesuatu yang menghambat atau mencegah sahnya akad
perkawinan itu bagi kedua belah pihak.

Rukun perkawinan itu adalah sebagian dari hakikat perkawinan
atau elemen perkawinan, seperti adanya laki-laki, perempuan, wali,

dan sebagainya. Sedangkan syarat perkawinan adalah keadaan

39 Anwar Rachman, Pratiwi Thalib, Saepudin Muhtar. Hukum Perkawinan Indonesia
Perspektig Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi Negara. Jakarta, 2016. HIm 65-
66.
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hukum dari rukun-rukun perkawinan, misalnya syarat-syarat wali
dan sebagainya.
b. Perkawinan yang Batal/Batil

Nikah batil ialah pernikahan yang tidak memenuhi salah satu
rukun dari pernikahan, seperti pernikahan yang dilakukan tanpa
kehadiran seorang wali baik wali nasab maupun wali hakim yang
ditunjuk oleh wali nasab untuk menggantikannya. Selain itu, akad
perkawinan juga dikatakan batal, apabila didalamnya terdapat
larangan-larangan yang bersifat abadi atau berlaku terus menerus,
seperti :
Pertama, disebabkan karena adanya hubungan kekerabatan (nasab).
Keharaman perempuan-perempuan yang haram dikawini oleh
seorangg laki-laki disebutkan sesuai dengan bunyi surat an-Nisa ayat
23 ” Diharamkan atasmu (mengawini) ibu- ibumu, anak-anakmu,
saudara-saudara ayahmu, saudara-saudara ibumu, anak-anak
saudara laki-lakimu; anak saudara- saudara perempuanmu’.“

Kedua, karena hubungan persusuan (radha’ah). Mereka

yang sesusuan menjadikan orang yang bersangkutan mempunyai
hubungan kekeluargaan yang sangat dekat. Mereka menjadi saudara
dalam pengertian hukum perkawinan, tetapi tidak menjadikan
persaudaraan sedarah untuk terjadinya saling mewaris. Bila seorang

anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan

0 1bid, him 110.
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itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga
perempuan yang menyusukan seperti ibunya. 4!

Namun demikian hubungan susuan ini menurut Imam Syafi’i dan
Imam Ahmad baru timbul jika yang bersangkutan telah menyusu
sampai kenyang, dengan tidak ditentukan waktu-waktunya.*?
Pendapat tersebut sekarang diperkuat dengan adanya penyelidikan
dokter (medis) yang menyimpulkan bahwa, air susu ibu itu baru
berproses menjadi darah daging untuk membentuk fisik, apabila
anak minimal telah menyusu lima kali sampai kenyang.*

Ketiga, larangan perkawinan karena danya hubungan
perkawinan (mushaharah), yaitu hubungan kekeluargaan yang
timbul karena perkawinan yang telah terjadi sebelumnya. Hubungan
tersebut dinamai dengan mushaharah*. Termasuk dalam golongan
ini adalah ibu isteri (mertua perempuan) ke atas, anak tiri ke bawah,
isteri anak kandung (menantu perempuan).

c. Perkawinan yang tidak Sesuai dengan Peraturan atau Fasid
Perkawinan yang fasid ialah perkawinan yang telah
dilaksanakan itu mengalami kerusakan, tidak sah atau cacat karena
tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Dan akad suatu perkawinan

juga dikatakan fasid apabila didalamnya terdapat larangan-larangan

41 Ibid, him 115.

42 Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: U. I. Press, 1982), Hal. 52.

43 M.Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Dari
Segi Hukum Perkawinan Islam (Jakarta : Indo Halco, 1974). Hal. 39.

4 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta, Kencana
PernadaMedia Group, 2006), him 112.
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yang bersifat sementara atau dapat disingkirkan dengan melakukan
suatu perbuatan tertentu.

Asaf A.A fyzee dalam bukunya asas asas Hukum Islam |
menyebutkan bahwa : Perkawinan yang dianggap fasid adalah
sebagai berikut :

Perkawinan tanpa saksi, perkawinan dengan seorang perempuan
yang dalam iddah, perempuan yang terlarang karena perbedaan
agama, perkawinan dengan dua wanita bersaudara/ bertentangan
dengan peraturan hubungan ganda tidak sah, perkawinan dengan
isteri ke lima.

Perkawinan yang fasid atau tidak menurut aturan antara lain
adalah pernikahan dengan menghadirkan wali yang tidak sah atau
wali yang tidak memenuhi syarat-syarat wali, perkawinan yang
dilaksanakan dalam masa iddah, perkawinan dengan dua orang
bersaudara pada saat bersamaan.

Melaksanakan akad perkawinan yang sengaja dapat dibatalkan
atau yang tidak sah, menurut hukum Islam dipandang sebagai
perbuatan yang mubabh, tidak ada artinya bahkan dipandang sebagai
perbuatan yang melanggar hukum, merupakan perbuatan maksiat
dan berdosa, serta merupakan munkar yang wajib dicegah oleh
siapapun yang mengetahuinya. Oleh karena itu menurut hukum
Islam, siapa saja yang melihat, mendengar atau mengetahui akan,

sedang atau telah dilakukannya akad perkawinan yang tidak sah,
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wajib mengadakan pencegahan seperlunya, baik dengan cara

mencegah  terjadinya  maupun  dengan  mengusahakan

pembatalannya.*
6. Larangan Perkawinan

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini
adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan.
Keseluruhannya diatur dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi, larangan
perkawinan itu ada dua macam : pertama, perkawinan dilarang untuk
selamanya, artinya laki-laki dan perempuan tidak boleh melakukannya
dimana pun dan kapan pun, hal ini masuk dalam kategori larangan
perkawinan yang disebut mahram muabbad ; kedua, perkawinan
dilarang untuk sementara waktu, artinya hanya berlaku dalam keadaan
dan waktu tertentu. Ketika keadaan dan waktu tertentu berubah,
perkawinan sudah tidak lagi haram, hal ini masuk dalam kategori
larangan perkawinan yang disebut mahram muagqat*®.

Ada bermacam-macam larangan atau halangan untuk
dilangsungkannya suatu perkawinan, yang pada garis besarnya dapat
dibagi dalam 2 macam, yakni :

a. Mahram Muabbad
Mahram muabbad, yaitu orang-orang yang haram melakukan

pernikahan untuk selamanya.

4 Hashi. Ashshiddieqy, Hukum Islam, (Jakarta : pustaka Islam 1962), hal 321.
4 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta, Kencana
PernadaMedia Group, 2006), him 109-110.
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Pertama, disebabkan karena adanya hubungan kekerabatan
(nasab). Keharaman perempuan-perempuan yang haram dikawini
oleh seorangg laki-laki disebutkan sesuai dengan bunyi surat an-
Nisa ayat 23 ” Diharamkan atasmu (mengawini) ibu- ibumu, anak-
anakmu, saudara-saudara ayahmu, saudara-saudara ibumu, anak-
anak saudara laki-lakimu; anak saudara- saudara perempuanmu”.4’

Kedua, karena hubungan persusuan (radha’ah). Mereka
yang sesusuan menjadikan orang yang bersangkutan mempunyai
hubungan kekeluargaan yang sangat dekat. Mereka menjadi saudara
dalam pengertian hukum perkawinan, tetapi tidak menjadikan
persaudaraan sedarah untuk terjadinya saling mewaris. Bila seorang
anak menyusu kepada seorang perempuan, -maka air susu
perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak
sehingga perempuan yang menyusukan seperti ibunya. 48

Namun demikian hubungan susuan ini menurut Imam Syafi’i
dan Imam Ahmad baru timbul jika yang bersangkutan telah
menyusu sampai kenyang, dengan tidak ditentukan waktu-
waktunya.*® Pendapat tersebut sekarang diperkuat dengan adanya

penyelidikan dokter (medis) yang menyimpulkan bahwa, air susu

47 Ibid, him 110.
“8 |bid, him 115.
49 Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: U. I. Press, 1982), Hal. 52.
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ibu itu baru berproses menjadi darah daging untuk membentuk fisik,
apabila anak minimal telah menyusu lima kali sampai kenyang.*®

Ketiga, larangan perkawinan karena danya hubungan
perkawinan (mushaharah), yaitu hubungan kekeluargaan yang
timbul karena perkawinan yang telah terjadi sebelumnya. Hubungan
tersebut dinamai dengan mushaharah®!. Termasuk dalam golongan
ini adalah ibu isteri (mertua perempuan) ke atas, anak tiri ke bawah,
isteri anak kandung (menantu perempuan).

b. Golongan Ghairu Muahbadah/Muaqqgat

Yaitu larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu
disebabkan oleh hal tertentu. Larangan sementara ini salah satunya
berlaku dalam hal karena masih terikat dalam ikatan perkawinan.
Seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali perkawinan
haram dikawini oleh siapa pun. Bahkan perempuan yang sedang
dalam perkawinan dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus
terang maupun secara sindiran meskipun dengan janji akan dikawini
setalah dicerai dan habis masa iddahnya. Keharaman itu berlaku
selama suaminya masih hidup atau belum dicerai oleh suaminya.
Keharaman mengawini perempuan bersuami terdapat dalam surat

An-Nisa ayat 24, yang berbunyi :

%0 M.Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Dari
Segi Hukum Perkawinan Islam (Jakarta : Indo Halco, 1974). Hal. 39.

51 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta, Kencana
PernadaMedia Group, 2006), him 112.
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& #1550 280 oty AKGIE d s 00T S 1 ST e Eiasdlis
”Dan (diharamkan juga mengawini) perempuan yang bersuami,
kecuali budak-budak yang kamu miliki”.

Undang-undang juga memuat larangan perkawinan yang dapat
digolongkan kepada larangan yang bersifat selamanya dan larangan
yang bersifat sementara. Larangan yang bersifat selamanya tertuang
dalam' Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan menyatakan
Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah
dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, misalnya
antara orang tua dan anak atau antara cucu dengan datuk atau kakek;
hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara
saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, antara seorang
dengan saudara neneknya; hubungan semenda, yaitu seseorang
dengan mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri;
berhubungan susuan, yaitu seseorang dengan orang tua susuan, anak
susuan dan bibi atau paman susuan; berhubungan saudara dengan
isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang
suami isteri lebih dari seorang/ poligami; dan yang karena agamanya
atau peraturan lain yang berlaku dilarang. 2

Sedangkan larangan yang bersifat sementara di jelaskan dalam

Pasal 9 Undang-Undang menetapkan jika seseorang terikat dalam

52 Melihat Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Pasal 8.
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tali perkawinan dengan orang lain tidak bisa untuk kawin lagi,
dikecualikan bagi seorang suami yang telah mendapat izin dari
pengadilan dalam hal alasan alasan dan syarat-syarat untuk poligami
dipenuhi. >3 Ketentuan tersebut berhubungan dengan ketentuan yang
ditetapkan dalam Pasal 3 Undang-undang, bahwa pada asasnya
dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai
seorang isteri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang
suami. °*

Selain itu Pasal 10 Undang-undang menyatakan, apabila suami
isteri yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain, dan
bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh
dilangsungkan perkawinan lagi. >>Ketentuan ini berlaku bagi pihak-
pihak yang hukum dan agamanya masing-masing tidak menentukan
lain. Dalam hukum' Islam suami isteri yang bercerai untuk kedua
kalinya masih boleh kawin lagi satu sama lain, sedang yang lain
dilarang untuk kawin lagi antara keduanya adalah apabila telah

terjadinya perceraian yang ketiga kalinya.

53 Melihat Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Pasal 9.
54 Melihat Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Pasal 3.
55 Melihat Undang-Undabg No 1 Tahun 1974, Pasal 10.
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B. Konsep Umum Pembatalan Perkawinan
1. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam
a. Definisi Pembatalan Perkawinan

Fasakh-nya nya perkawinan secara bahasa berasal dari kata
fasah yang berarti merusak atau mencabut. Dan menurut istilah,
Fasakh berarti perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal
yang dianggap berat oleh suami atau istri atau keduanya sehingga
mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami istri
dalam mencapai tujuannya.

Fasakh menurut bahasa berasal dari bahasa arab yaitu al-
Faskhu artinya ad-da 'fu (kelemahan), al-Jahlu (kebodohan), at-
Tarhu (jatuh), Ifsadu ar-Ra’yi (kirusakan akal), ad-Naqdlu
(pembatalan), at-Tafrig (pemisahan), Infasaha An-Nikah berarti
Intagada Aqdud nikah (akad nikah menjadi batal).>® Secara istilah
fasakh memiliki arti batalnya suatu perkawinan yang karena hal
menyebabkan perkawinan tersebut tidak dapat diteruskan. Baik
karena terdapatnya suatu kesalahan pada saat akad, maupun sesuatu
yang terjadi kemudian hari yang dapat mencegah kelangsungan
perkawinan tersebut.>” Menurut penulis maksud dari kalimat sesuatu
yang terjadi kemudian hari yang bisa mencegah kelangsungan

perkawinan, seperti ketidaksahan dokumen perkawinan, kesalaahan

% ZM Husni and A Latief, "Keabsahan Praktek Fasakh Dalam Perkawinan Karena
Murtad", HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan ..., 2022.

57 Hotnida Nasution, “Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama (Tinjauan
Dari Hukum Positif)”, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1 No. 1 (2013), h. 139
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dalam penunjukan wali, status calon perempuan yang masih dalam
waktu tunggu.

Amir Syarifudin dalam bukunya yang berjudul, Hukum
Perkawinan Islam di Indonesia Antara Figh Munakahat dan
Undang-Undang  Perkawinan  mendefinisikan  pembatalan
perkawinan adalah batalnya suatu hubungan perkawinan atas
permintaan salah satu dari suami atau istri karena ditemukan bahwa
perkawinan tersebut menyalahi atau melanggar aturan hukum yang
ada.®® Dalam Hukum Islam, pembatalan perkawinan juga dikenal
dengan istilah fasakh yang berarti membatalkan.>®

b. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan
Dalil Al-Qur’an yang digunakan sebagai dasar hukum fasakh
salah satunya terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 23:
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Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak
perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara
perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak
perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari
saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara
perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak
perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari

58 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Figh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Prenada Media, 2004), him. 242.

% Mursyid Djawas, dkk, “Fasakh Perkawian di daalam Teori Maslahah menurut Imam Al-
Ghazali”, El Usrah Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 2, No. 1 (2019), him. 99.
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istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur
dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu
(menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak
kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan
(dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali
(kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah
adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.®°

Hadist-hadist yang relevan dalam dasar hukum pembatalan
perkawinan. Salah satunya hadist yang diriwayatkan oleh Imam
Malik, yang berbunyi ”Bilamana seorang laki-laki menikahi seorang
perempuan, dan laki-laki itu mengalami gangguan jiwa atau
mengidap penyakit berbahaya, maka perempuan tersebut diberi
pilihan. Jika mau, ia bolenh meneruskan perkawina. Jika tidak, ia
boleh bercerai®®”.

c.  Sebab Pembatalan Perkawinan

Dilihat dari segi faktor, sebab jatuhnya faskh secara garis besar
dibagi dalam 2 (dua) sebab menurut Amir Syarifuddin, yaitu karena
tidak terpenuhinya syarat yang telah ditentukan dalam hukum islam,
baik tentang rukun, terdapat halangan yang tidak membenarkan
terjadinya perkawinan; fasakh yang terjadi karena pada diri suami
atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak

mungkin dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan

kerusakan pada suami atau istri atau keduanya sekaligus.

60 Quran Kemenag, Surat An-Nisa ayat 23.
61 Tihami, Kajian Nikah Fikih Lengkap, (Jakarta: Radjagrafindo Persada, 2010), h. 146.
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Adapun sebab lain yang menyebabkan terjadinya fasakh dalam
hubungan adalah keluarnya istri dari agama islam, diketahui ada
hubungan mahram antara suami-istri, suami atau istri mengalami
tunagrahita, suami lemah syahwat, ataupun tertutupnya kemaluan si
istri®2, mengalami ganguan jiwa baik suami/istri, mengidap penyakit
berbahaya. Jenis-jenis cacat atau penyakit yang membolehkan
terjadinya fasakh adalah : pertama, cacat atau penyakit yang
menghalangi hubungan badan, seperti jubb (terpotong kemaluan)
atau. ‘unnah (lemah kemaluan) ; kedua, cacat atau penyakit yang
menghalangi hubungan badan, namun membahayaka, seperti
judzam (kusta), barash (balak), ganguan jiwa. 3

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai sebab
terjadinya fasakh, yaitu seorang suami melakukan poligami tanpa
izin Pengadilan Agama, perempuan yang dikawii ternyata kemudian
hari masih menjadi istri pria lain yang mafqud, perempuan yang
dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain, perkawinan
yang melanggar batas usia perkawinan, perkawinan yang terjadi
tidak dihadiri wali, dan pelaksanaan perkawinan dengan paksaan.

d. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

1) Menyangkut hubungan suami isteri

62 Melihat website NU Online, tgl 25 Juni 2024, pkl 20.36. https://islam.nu.or.id/nikah-
keluarga/perbedaan-fasakh-dan-talak-dalam-figih-munakahat-d3pl1.

83 Melihat website NU Online, tgl 25 Juni 2024, pkl 20.36. https://www.nu.or.id/nikah-
keluarga/pengertian-dan-sebab-fasakh-pernikahan-dalam-figih-perkawinan-RrrhO.
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Akibat hukum disini berlaku bagi pembatalan perkawinan
yang batil dan fasid. Jika pembatalan akad perkawinan
disebabkan oleh kekhilafan, ketidaktahuan, atau tidak disengaja,
dan belum terjadi persetubuhan atau campur tangan, orang yang
bersangkutan tidak dianggap bersalah atau berdosa. Namun, jika
terjadi, persetubuhan itu tidak dianggap sebagai perzinahan dan
orang yang bersangkutan tidak diizinkan untuk dijatuhi hukuman
zina. Istrinya harus beriddah setelah pembatalan.

Sedangkan apabila akad perkawinan yang dibatalkan itu
terjadi karena kesengajaan seperti ~dengan memberikan
keterangan keterangan bohong, saksi palsu, atau surat-surat palsu,
jika belum terjadi persetubuhan maka isteri tidak wajib beriddah.
Orang yang memalsukan atau memberi keterangan bohong itu
dipandang bersalah dan berdosa serta dapat dikenakan tuntutan
pidana. Tetapi jika telah terjadi persetubuhan, disamping
perkawinan tersebut dibatalkan dan yang bersangkutan dikenakan
tuntutan pidana, ditambah lagi persetubuhan itu di pandang
sebagai zina, dikenakan hukuman “had” (rajam) zina®. Tetapi
apabila salah satu pihak tidak mengetahui bahwa ia telah di
bohongi atau telah ditipu oleh salah satu pihak maka tidak berdosa
tetapi bagi yang berbuat bohong atau yang membohongi itu yang

berdosa.

64 Hashi. Ashshiddieqy, Hukum Islam, (Jakarta : pustaka Islam 1962), hal 324.
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Jika seorang menjatuhkan fasakh karena tampaknya terdapat
suatu aib setelah hubungan badan, maka ada kewajiban baginya
membayar mahar mistil. Menrut Syekh Mustafa Al — Khin dalam
Kitab A-Fighul Manhaji halaman 115 yang dirujuk dari Nu Onlie,
suami yang melakukan fasakh tidak berhak menarik kembali
mahar yang telah diberikan kepada wali atau istri yang telah
mengelabui dirinya. Jika seorang istri difasakh dalam keadaan
hamil maka tidak ada nafkah untukya.

Fasakh jika dilihat dari konsekuensinya terhadap pernikahan
maka seketika itu pernikahan berakhir dan perempuan yang di
fasakh telah tetap memiliki masa iddah. Hal tersebut juga terdapat
dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 155 ” Waktu iddah bagi
janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh, dan li’an
berlaku iddah talak”.

Dengan demikian, jika seseorang menjatuhkan fasakh
pernikahan,  kemudian ~ memperbaharuinya.  Kemudian
menjatuhkan fasakh-nya lagi, maka tidak haram baginya
menikahi kembali mantan istrinya walaupun telah tiga kali akad
dan tiga kali fasakh.

Dalam ini, jika kehidupan telah disempurnakan atau telah
terjadi persetubuhan, isteri berhak mendapatkan mahar atau mas

kawin menurut jumlah yang sewajarnya atau Yyang telah
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ditentukan. Dan diantara suami isteri yang perkawinannya di
batalkan tidak terjadi saling mewaris.®®

Selain itu, dalam undang-undang dijelaskan bahwa akibat
hukum pembatalan perkawinan terhadap hubungan suami-istri
adalah putusnya hubungan suami-istri, karena setelah keputusan
pengadilan berkekuatan hukum tetap, perkawinan dianggap tidak
pernah ada. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 Ayat (1) Undang-
Undang No.1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa "batalnya
suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pendakwaan yang
ditetapkan oleh pengadilan”. %

2) Menyangkut hubungan orang tua dan anaknya/keturunannya

Dampak dari pembatalan perkawinan terhadap anak terbagi
menjadi . dua, yaitu terhadap perkawinan yang rusak dan
perkawinan yang batal. Status anak pada perkawinan yang fasid
(rusak) merupakan sah, nasab dari anak tersebut adalah ayah
ibunya, dan anak dari perkawinan yang fasid ini berhak mendapat
biaya pemeliharaan dari ayahnya. Sedangkan status anak yang
perkawinan orang tuanya itu batil hanya bernasab pada ibunya.
Ayah dari anak tersebut tidak wajib menyediakan biaya

pemeliharaan anak.®’

% Siti Djubaedah, Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan UU No. ! Th 1974.
Tesis Universitas isndonesia, 2006, him 70-71.

8 Efi Windi Yani, Pembatalan Perkawinan karena Odentitas Palsu untuk Poliandri,
Skripsi UIN Walisongo, 2022.

67 Siti Djubaedah, Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Th 1974.
Tesis Universitas Indonesia, 2006, him 71.
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3) Harta benda perkawinan

Harta benda dalam perkawinan yang dibatalkan adalah
kembali pada para pihak, yaitu suami dan istri. Ada atau tidaknya
perjanjian perkawinan dalam pernikahan tidak berpengaruh
terhadap harta benda perkawinan, karena setelah terjadinya
pembatalan perkawinan makan perkawinan tersebut dianggap
tidak ada dan tak pernah ada, sehingga perjanjian perkawinan
itupun dianggap tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada.
Adapun status mahar yang diberikan saat perkawinan setelah
terjadi pembatalan perkawinan, yaitu tetap milik istri jika para
pihak melakukan perkawinan kembali dan bergantung pada

kebijaksanaan suami jika para pihak tidak menikah kembali.®®

2. Pembatalan Perkawinan Merujuk Pada Hukum Positif
a. Definisi Pembatalan Perkawinan

Pembatalan adalah tindakan Pengadilan berupa keputusan yang
menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah,
dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah itu dianggap tidak pernah ada.
Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada
menjadi putus, hal ini berarti perkawinan yang terjadi dianggap tidak
pernah ada, dan suami isteri yang perkawinannya dibatalkan

dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri®. Istilah batalnya

8 1bid, him 72.
8 Faisal. (2017). Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya. Al-Qadha: Jurnal Hukum
Islam Dan Perundang-Undanganndangan, hal 1-15.
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perkawinan dianggap tidak tepat, lebih pas dikatakan perkawinan
dapat dibatalkan sebab perkawinan itu tidak memenuhi syarat baru
perkawinan. "

Regulasi pembatalan perkawinan tertuang di Undang-Undang
No.1 Tahun 1974 diatur pada Bab IV Pasal 22 sampai 28 dengan
regulasi yang terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun
1975 yang dimuat di Bab V1 Pasal 37 dan 38. Selain itu juga, aturan
tentang Pembatalan perkawinan terdapat pada Kompilasi Hukum
Islam (KHI) yang aturannya diatur dalam Intruksi Presiden (Inpres)
No.1 Tahun 1991 pada Bab XI Pasal 70 sampai 76. Beberapa pasal
di atas menjelaskan tentang tidak sahnya perkawinan karena tidak
dipenuhinya syarat tertentu, jika perkawinan terlanjur dilakukan
maka dapat dibatalkan. - Pembahasan tentang pembatalan
perkawinan secara lengkap dan terperinci telah dijelaskan di dalam
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal
22, dinyatakan dengan tegas bahwa “perkawinan dapat dibatalkan,
apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsung-
kan perkawinan.”

Keluarga dari garis keturunan lurus ke atas suami atau istri,
pejabat yang berwenang, dan setiap orang yang memiliki

kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut

0 Wahyono Darmabrata, dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di
Indonesia (Jakarta: Rizkita, 2002), hal 41.
1 Melihat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 22.
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dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi
syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan hanya selama
perkawinan belum diputuskan dan hanya setelah perkawinan itu
putus.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai pembatalan
perkawinan yang tertuang dalam pasal 70 sampai 76. Adapun hal-
hal yang dapat di ajukan untuk membatalkan suatu perkawinan di

atur dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan.’?

b. Perkawinan yang dibatalkan

Bahwa sebelum  berlangsungnya  suatu perkawinan perlu
diadakan pemeriksaan dan penelitian terlebih dahulu, untuk
mengetahui apakah syarat-syarat perkawinan yang diperlukan telah
dipenuhi dan tidak ada halangan yang merintangi pelaksanaan
perkawinan itu. Jika ternyata salah satu atau keduanya dari yang
disebut di atas itu tidak terpenuhi, maka pelaksanaan perkawinan itu
harus dicegah. Namun apabila perkawinan tersebut terlanjur telah
dilaksanakan, maka haruslah diadakan pembatalan terhadap
perkawinan yang bersangkutan. Pengajuan permohonan pembatalan
perkawinan ini bisa diserahkan pada Pengadilan Agama di area
hukum saat perkawinan dilaksanakan ditempat kediaman pihak

suami isteri, pihak suami maupun pihak isteri.”

hal 27.

2 Prof. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet 26 ( Jakarta : PT Intermasa, 1982),

3 Melihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 25.
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Undang-Undang menetapkan dalam Pasal 22, bahwa perkawinan
dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat
untuk melangsungkan perkawinan. Dengan penjelasan pengertian
”dapat” diartikan sebagai bisa batal/bisa tidak batal, bilamana
menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak
menentukan lain. Hal tersebut mengingat bahwa Pasal 2 ayat (1)
menyadarkan keabsahan suatu perkawinan pada hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu.

c. Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Masalah permbatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 sampai
Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan. Pembatalan perkawinan yang
di putuskan oleh Pengadilan memiliki dampak yang jauh, baik
terhadap suami isteri, anak, keluarganya, harta benda suami isteri.
Maka untuk mengalangi timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan,
pembatalan perkawinan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak
tertentu kepada pengadilan dalam daerah hukum tempat
berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal dari kedua belah
pihak suami atau isteri.

Tidak setiap orang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ke
pengadilan. Undang-Undang Perkawinan menentukan siapa-siapa
yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan seperti diatur dalam
Pasal 23 nya, yaitu : para keluarga dalam garis keturunan lurus

keatas dari suami isteri; suami isteri yang bersangkutan; pejabat
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yang berwenang, hanya selama perkawinan belum diputuskan, dan
setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung
terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu
diputus.

d. Sebab Terjadi Pembatalan Perkawinan

Sebab terjadinya pembatalan perkawinan secara luas disebutkan
antara lain, seorang suami melakukan poligami tanpa izin
pengadilan agama; perempuan yang dikawini ternyata kemudian
diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud; perempuan
yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan dalam Pasal 7
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang direvisi oleh Undang-
Undang No. 16 Tahun 2019; perkawinan dilangsungkan tanpa
adanya wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
perkawinan dilaksanakan dengan paksaan’®.

Secara khusus suatu perkawinan dapat dibatalkan oleh seorang
yang karena suatu perkawinan masih terikat dirinya, dengan salah
satu dari ke dua belah pihak dalam perkawinan yang baru, atas dasar
masih adanya perkawinan yang terdahulu’. Selain itu perkawinan
yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang

tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan

4 Melihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 71.
5 Melihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 24.
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tanpa dihadiri dua orang saksi, dapat dimintakan pembatalannya
oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami
atau isteiri; jaksa; dan suami/isteri yang bersangkutan, tetapi hak
membatalkan oleh suami atau isteri tersebut gugur apabila mereka
telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan
akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang
tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah.’

Seorang suami atau isteri dapat pula mengajukan permohonan
pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di
bawah ancaman yang melanggar hukum ataupun apabila pada waktu
berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri
suami atau isteri. Tetapi hak ini gugur sejak ancaman telah berhenti,
atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, yang
bersangkutan dalam jangka waktu enam bulan setelah itu masih tetap
hidup sebagai suami isteri dan tidak mempergunakan haknya untuk
mengajukan permohonan pembatalan tersebut. ’’

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan
mempunyai kekuatan hukum yang tepat, dan berlaku sejak saat
berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan tidak berlaku
surut teirhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

suami atau isteri yang bertindak dengan cara yang baik, kecuali

76 Melihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 26.
7 Melihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 27.
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terhadap harta benda, jika pembatalan didasarkan atas perkawinan
lain yang lebih dahulu; dan orang ketiga lainnya, selama mereka
memperoleh hak-hak mereka dengan cara yang baik sebelum
keputusan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan
hukum tetap.

e. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Pasal 28 ayat (2) menetapkan keputusan pembatalan perkawinan
tidak berlaku surut terhadap : anak-anak yang dilahirkan dalam
perkawinan itu, suami atau isteri yang bertindak dengan I’tikad baik,
kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan
didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; orang-
orang ketiga lainnya tidak termasuk yang tersebut sebelumnya,
sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan I’tikad baik sebelum
keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum yang
tetap.

Dari isi pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa,
pembatalan perkawinan tidak membawa akibat hukum terhadap
kedudukan anak yang lahir sebelum terjadinya pembatalan
perkawinan tersebut, anak tetap berkedudukan sebagai anak sah. la
tetap memperoleh haknya sebagai anak baik terhadap ayah, maupun
ibunya.

Bahwa, suami atau isteri tetap memperoleh haknya terhadap apa-

apa yang telah diperolehnya sebelum atau selama perkawinan,
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kecuali terhadap harta bersama, sepanjang suami atau isteri yang
bersangkutan bertindak dengan I’tikad baik. Selanjutnya undang-
undang perkawinan tidak mengatur lebih lanjut tentang masalah

pembatalan perkawinan ini.



BAB |11
DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

NOMOR 1331/Pdt.G/2023/PA.PBG

A. Kewenangan Pengadilan

Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia
yang sah, yang bersifat khusus, yang berwenang dalam jenis perkara
tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia. Pengertian
Peradilan Agama menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Pasal 1 ialah
peradilan bagi orang yang beragama Islam dan merupakan salah satu
pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang
beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu disebutkan dalam Pasal
2 Undang-Undang ini (Pasal 2 di ubah sesuai dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus
dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang
yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah,
wakaf , zakat, infag, shadagah dan ekonomi syari’ah. Dengan penegasan
kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan
dasar hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara

tertentu tersebut.
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Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam”
adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya
menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal
yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal
ini.”

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman
memiliki kewenangan, baik itu kewenangan relatif (relative competency)
maupun kewenangan absolut (absolute competency). Kewenangan Absolut
yaitu: kekuasan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau
jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainya. Maksud kewenangan
absolut disini adalah kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing
lembaga peradilan dalam memeriksa perkara-perkara tertentu yang tidak
dapat diperiksa oleh peradilan yang lain, baik dalam lingkungan peradilan
yang sama, seperti-misalnya antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan
Tinggi Agama maupun dalam lingkungan Lembaga Peradilan yang lain,
misalnya antara Pengdilan Umum dengan Pengadilan Militer atau dengan
Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kewenangan Relatif yaitu kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan
satu tingkatan, dalam perbedaanya dengan kekuasaan Pengadilan yang
sama jenis dan sama tingkatan lainya. Lebih jelasnya kewenangan

Relatif merupakan kewenangan pengadilan dalam menangani perkara-

8 Elisa Adhayana, Pembatalan Nikah menurut Hukum Islam dan Akibat Hukumnya, Tesis
Universitas Diponegoro, 2006



59

perkara bukan dilihat dari jenis perkaranya tetapi dari wilayah kekuasaan
masing-masing Lembaga Peradilan tersebut. Sebagaimana definisi-definisi
diatas, sudah jelas tiap lembaga peradilan punya pembagian perkara-perkara
yang bisa diproses pada masing-masing lembaga Peradilan.  Contohnya
mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama, dalam UU No 3 Tahun
2006 Tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama di BAB | tentang ketentuan umum, khususnya Pasal 1 ayat (1) dan
pasal 2, yang berbunyi “Peradilan Agama adalah Peradilan bagi bagi
orang-orang beragama Islam” dan ‘“Peradilan Agama adalah salah satu
pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang
beragama Islam mengenai perkara Perdata tertentu sebagaimana yang
dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Kemudahan diperjelas lagi dalam
BAB Il Pasal 49 Ayat (1) tentang kekuasaan Pengadilan, yang isinya
adalah “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang
yang beragama Islam dibidang: (a)Pernikahan, (b.) kewarisan, wasiat, dan
hibah, (c.) wagaf, zakat dan shadagah, (d.) ekonomi Syari’a’

Pengadilan dalam perkara perceraian diposisikan sebagai instansi yang
berhak untuk menjatuhkan perceraian. Dengan begitu, ikrar talak yang

menjadi hak suami baru diucapkan kalau mendapat izin dari Pengadilan.

" Andi Iswandi “ Pembatalan Perkawinan yang disebabkan Penipuan pada Pengadilan
Agama” Qunani : Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam, Vol. 1, No. 02, 2021.
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Jika dilihat dari hukum Islam para ulama pada umumnya dalam
menyikapi terjadinya perceraian yakni berkeinginan untuk mempersulit
terjadinya perceraian. Kalangan ulama Syiah, mereka mempersulit
terjadinya perceraian dengan mensyaratkan dua orang saksi yang adil untuk
keabsahan suatu perceraian. Kalangan ulama Syiah yang mewajibkan dua
orang saksi untuk sahnya perceraian lebih kuat dan maslahat. Hal ini juga
mempersulit peluang jatuhnya talak dan dalam perkembangannya
perundangan negara-negara muslim mewajibkan talak di depan sidang
pengadilan yang sudah pasti disaksikan oleh sekurangnya dua orang saksi .
Hal ini. sejalan dengan perundang-undangan (qganan), -hampir semua
legislasi di negara muslim mengharuskan perceraian di muka pengadilan,
hal ini langsung atau tidak langsung bisa dimaknai sebagai bentuk
‘kemenangan’ pendapat yang menyaratkan keharusan saksi dalam
perceraian. Karena mengharuskan ikrar talak di depan sidang pengadilan
jelas lebih dari sekedar mengundang dua orang saksi, karena di sidang
pengadilan paling tidak akan disaksikan oleh majlis hakim, panitera,

pasangan atau yang mewakili, keluarga dan lain-lain.&

B. Ratio Decidendi Hakim sebagai Dasar Putusan pengadilan
Ratio decidendi merupakan bagian dari pertimbangan hukum sebagai
dasar atau alasan yang menentukan diambilnya putusan yang dirumuskan

dalam amar. Bagian ini tidak dapat dipisahkan dari amar putusan dan

8 M. Afandi, “Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif anatara fikih
konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara Muslim perspektif HAM ...”, Al Ahwal
Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2014.
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mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, dan dapat dirumuskan
sebagai kaidah hukum.®!

Selain itu pengertian ratio decidendi atau pertimbangan hakim adalah
alasan hakim yang digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan
hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara, Ratio decidendi
merupakan abstraksi hikmah di balik kasus yang diputus di masa lampau
lalu diterapkan pada masa selanjutnya. Menurut J.W Harris, bahwa
kesimpulan yang bersifat efektif dan universal dari berbagai masalah yang
tidak tertera aturan-aturan khusus maka hakim mengambil suatu tindakan
transfomatif dengan mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan
realitas.

Dua fungsi ratio decidendi dalam dunia peradilan sangat penting
sebagai sarana dalam menyatakan pemikiran terkait problematika konflik
hukum yang terjadi di masyarakat. Kedudukan ratio decidendi dapat
menjadi rujukan dasar logika dalam suatu perkara, ratio decidendi
mendasari adanya suatu putusan artinya, ratio decidendi dapat diikuti oleh
pengadilan-pengadilan lain di masa yang akan datang. Oleh karena itu, ratio
decidendi memiliki kedudukan yang kuat dalam menentukan interpretasi
hukum dan memberikan kepastian hukum. Secara jelas dan akurat ratio

decidendi dapat memberikan panduan secara jelas bagi para pihak yang

81 Hakiki, YR, & Taufiqurrahman,. ... Based on The Ratio of Decidendi & Obiter Dictum
Constitutional Court Decision: Gagasan Penataan Legislasi Nasional Berbasis Ratio Decidendi dan
Obiter Dictum .... Jurnal Konstitusi, jurnalkonstitusi.mkri.id, 2023, him 81.
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terlibat serta dapat membantu dalam pengembangan dan konsistensi sistem

hukum.8?

C. Deskripsi  Putusan Pengadilan  Agama  Purbalingga No.
1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg
1. Subjek Hukum Dalam Kasus Permohonan Pembatalan Perkawinan
No. 1331/Pdt.G/2023/Pa.Pbg

Perkara perdata yang telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan
Agama Purbalingga pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan
perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh:

Pemohon, usia 51 tahun, beragama Islam, pendidikan S |,
pekerjaan PNS dengan jabatan Kepala KUA Purbalingga, tempat
tingga di Dusun Ketiban Rt 01 Rw 08, Desa Tamansari Kecamatan
Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, yang berkedudukan sebagai
pemohon.

Termohon 1, berusia 32 tahun yang beragama Islam dan bekerja
sebagai karyawan swasta dengan pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama (SLTP), yang beralamat di kabupaten purbalingga.
Berkedudukan sebagai Termohon |I.

Termohon 11, berumur 27 tahun yang beragama islam dan bekerja

sebagai kariyawan swasta dengan pendidikan terakhir Sekolah

8 Missleini, M, & Wulan, ER. The Principle Of Justice Ratio Decidendi Of The Judge In
Decision Number 813 K/PID2-23. Jurnal Hukum Sehasen, jurnal.unived.ac.id, 2024, him 186.
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Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), yang beralamat di kabupaten
Purbalingga.

2. Duduk Perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan
Agama Purbalingga No. 1331/Pdt.G/2023/Pa.Pbg

Kasus yang terjadi dalam putusan Pengadilan Agma Purbalingga
Nomor 1331/Pdt.G/2023/Pa.Pbg, merupakan kasus mengenai
Pemalsuan pada perkara Pembatalan Perkawinan. Pemalsuan yang
dimaksud disini adalah Pemalsuan Akta Cerai. Dimana Akta Cerai para
pihak juga tidak mengetahui bahwa Akta Cerai itu palsu. Untuk
mengetahui lebih detailnya tentang Pemalsuan Akta Cerai pada perkara
Pembatalan Perkawinan yang terdapat pada putusan Pengadilan Agama
Purbalingga = Nomor = 1331/Pdt.G/2023/Pa.Pbg -~ penulis  akan
mendeskripsikannya, sebagai berikut®:

Pada tanggal 24 Juli 2023, Pemohon mengajukan permohonan
pembatalan perkawinan antara Termohon | dan Termohon 11 ke
Pengadilan Agama Purbalingga. Pemohon disini berkedudukan sebagai
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Purbalingga yang berumur 51
tahun. Termohon | disini adalah pasangan baru dari Termohon II,
sedangkan Termohon II disini adalah seseorang yang dianggap
melakukan pemalsuan Akta Cerai dan istri dari Termohon I.
Permasalahan muncul ketika Pemohon mengecek kembali berkas

persyaratan milik Termohon | dan Termohon I1, dimana saat melakukan

8 Melihat Tetapan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1331/Pdt.G/2023/Pa. Pbg.
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pengecekan ulang itu Pemohon menemukan kejanggalan pada Akta
Cerai Termohon Il. Pada pengecekan pertama Pemohon tidak teliti
dalam memeriksa berkas persyaratan perkawinan dari Termohon | dan
Termohon Il karena Pemohon merasa kelelahan. Pemohon ketika itu
baru pulang dari Bimtek Binwin di Solo, selain itu banyak layanan
pemeriksaan pengantin lain, dan layanan pernikahan di luar kota.
Sebelumya pada tanggal xxxx Termohon | dan Termohon II
mendaftarkan perkawinannya secara mendadak, dan Termohon 1l
belum melengkapi salinan putusan pegadilan. Status Termohon | saat
itu adalah Jejaka dan status Termohon Il adalah seorang janda dengan
melampirkan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga
(KK), dan Akta Cerai. Selanjutnya, Pemohon meloloskan berkas
perkawinan Termohon | dan Termohon Il dengan syarat setelah
menikah Termohon Il harus melengkapi salinan putusan pengadilan .
Mengetahui kejanggalan pada Akta Cerai Termohon Il, Pemohon
memanggil Termohon | dan Termohon Il yang ketika itu statusnya
sudah menjadi pasangan suami istri. Pemohon memberitahukan kepada
para Termohon bahwa terdapat kejanggalan pada Akta Cerai Termohon
I, kemudian Pemohon menyuruh para Termohon untuk melakukan
konfirmasi atas Akta Cerai tersebut ke Pengadilan Agama Purbaligga.

Setelah di Konfirmasi oleh Termohon I dan Termohon Il ke Pengadilan
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Agama Purbalingga pada tanggal 20 Juli 2023 ternyata Akta Cerai
Termohon 11 Palsu.®

3. Alat Bukti Pada Kasus Pembatalan Perkawinan No 1331/Pdt.G/
2023/Pa.Pbg.

Sebagai bukti pendukung dan penguat terhadap dalil permohonan
pemohon, pemohon mengajukan alat bukti berupa surat kepada
Pengadilan Agama Purbalinnga. Adapun jumlah bukti surat yang di
serahkan pemohon ke Pengadilan Agama sebanyak 7 (tujuh) lembar.
Bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas terbagi dalam dokumen
Identitas resmi-dan dokumen hukum .

Dari alat bukti yang diajukan pemohon dalam permohonan perkara
pembatalan perkawinan oleh pasangan Termohon | dan I yang masuk
dalam dokumen identitas resmi®®: Pertama, fotokopi Kartu Tanda
Penduduk (KTP) milik Pemohon  dengan nomor induk
kewarganegaraan xxxxxx yang dikeluarkan olenh Pemerintah Daerah
Kabupaten Purbalingga pada tanggal xxxx, disebut bukti P.1.; Kedua,
Fotokopi Biodata Penduduk WNI dari Termohon | Nik xxx yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Purbalingga pada tanggal xxxx.disebut bukti P.2; Ketiga,
fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Termohon Il Nik xxx produk

dari Pemerintah Daerah Kab. Purbalingga pada tanggal xxx. Disebut

8 Melihat Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1331/Pdt.G/2023/Pa. Pbg.
8 Melihat Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1331/Pdt.G/2023/Pa. Phg.
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bukti P.3; Keempat, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala
keluarga termohon Il Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh PIt. Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga
pada tanggal xxxx disebut bukti P.4.

Selain itu, yang termasuk dalam dokumen hukum yang diajukan
oleh Pemohon sebagai penguat dalil perkara yaitu : Pertama, Fotokopi
Kutipan Akta Cerai Nomor xxxx atas nama Pasangan Lama dan
Termohon |l yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor
pada tanggal xxx. disebut bukti P.5; Kedua, Fotokopi Surat Nomor xxx,
hasil pengecekan Akta Cerai, yang dikeluarkan oleh An. Ketua.
Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal xxx. yang disebut bukti P.6.;
Ketiga, Fotokopi Buku Nikah Nomor xxxx milik Termohon | dan
Termohon 11 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten
Purbalingga pada taggal xxx. yang disebut bukti P.7.

Pertimbangan Hakim dalam Kasus Permohonan Pembatalan
Pekawinan No 1331/Pdt.G/2023/Pa.Phg

Dalam memutuskan perkara No 1331/Pdt.G/2023/Pa.Pbg, menurut
penulis hakim Pengadilan Agama Purbaligga menimbang beberapa hal,
antara lain:®

Pertama, berupa Alat Bukti. Dalam mempertimbangkan alat bukti
yang diberikan oleh Pemohon, Hakim mengacu pada ketentuan Pasal

165 HIR. Surat (Akte) yang sah, ialah suatu surat yang diperbuat

8 Melihat Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1331/Pdt.G/2023/Pa. Phg.
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demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk
membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli
warisnya dan orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal
yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat
itu sebagai pemberitahuan sahaya, dalam hal terakhir ini hanya jika
yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat
(akte) itu.®’

Bukti yang . pada Pengadilan berjumlah 7 buah surat. Bukti P.1
berisi identitas Pemohon; Bukti P.2 berisi tentang identitas Termohon
I; Bukti P.3 dan P.4 berisi mengenai identitas Termohon Il yang
berstatus cerai hidup; Bukti P.5 berisi penjelasan mengenai tanggal
terjadinya perceraian antara Terhomon Il dengan Pasangan Lamanya;
Bukti P.6 menjelaskan mengenai Pengadilan Agama Bogor tidak
pernah menerima, memeriksa dan memutus perkara cerai yang
diajukan olen Nama Pasangan Lama melawan Termohon Il dan Akta
Cerai milik Termohon Il bukan produk dari Pengadilan Agama Boor;
Bukti P.7 menjelaskan tentang Termohon | dan Il yang telah
melangsungkann perkawinan pada tangal xxx, dan tercatat pada kantor
Urusan Agama Kabupaten Purbalingga.

Kedua, yaitu berupa Fakta Hukum. Dari alat bukti yang diberikan

ke Pengadilan Agama terbukti fakta hukum bahwa Pemohon,

87 Cek Hukum, Pasal 165 HIR, https://cekhukum.com/pasal-165-hir-herzien-inlandsch-
reglement/ , diakses pada 15.14 Wib, 23 Mei 2024.
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Termohon |, Termohon Il bertempat tinggal di wilayah yuridiksi
Pengadilan Agama Purbalingga. Bahwa Termohon | dan Termohon 11
telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xxx, dan tercatat pada
Kantor Urusan Agama Purbalingga. Bahwa saat mendaftarkan
Perkawinan status Termohon | adalah jejaka dan status Termohon Il
adalah janda cerai hidup dengan bukti surat KTP, KK, dan Akta Cerai.
Dari Pengadilan Agama Bogor tidak pernah menerima, memeriksa,
memutus perkara cerai yang diajukan oleh Nama Pasangan Lama dan
Termohon 1. Akta Cerai Nomor xxx/AC/2016/PA. Bgr tanggal xxx
yang berdasar pada putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016/Pa.Bgr tanggal xxx
bukan produk Pengadilan Agama Bogor.

Ketiga, . yang dilihat hakim adalah Pengakuan Termohon. Dalam
menjawab dalil permohonan pemohon pada poin 8, bahwa tidak
dibenarkan Termohon | dan Il membohongi Pemohon selaku Kepala
Kantor Urusan Agama, Termohon |1 tidak mengetahui bahwa akta cerai
tersebut palsu, karena saat proses perceraian Termohon Il tidak pernah
menghadiri persidangan, tidak pernah menerima panggilan untuk
menhadiri persidangan di Pengadilan Agama Bogor. Termohon Il
hanya menerima akta cerai yang dikeluarkan oleh Pegadilan Agama
Bogor yang diberikan oleh suami Termohon Il atas nama Pasanga
Lama. Hal ini yang membuat Termohon Il yakin bahwa akta cerai yang

diberikan adalah sah.
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Keempat, menjadi pertimbangan adalah Pasangan Lama. Akta
Cerai yang palsu menjadi tanda bahwa Termohon Il dengan Pasangan
Lamanya belum secara hukum berpisah. Perkawina kedua antara
Termohon 1l dan | secara hukum negara batal dan dianggap tidak
pernah terjadi. Mengingat pada Pasal 9 Undang-Undang No 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, “seseorang
yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, tidak dapat kawin
lagi” dan pada pasal 71 huruf b Kompilasi Hukum Islam *’perkawinan
dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini ternyata diketahui

masih menjadi istri pria lain”.

. Amar Putusan dalam Kasus Permohonan Pembatalan Pekawinan No

1331/Pdt.G/2023/Pa.Phg

Berdasarkan dalil dan alat bukti dari pemohon, pemohon memohon
agar Pengadilan Agama Purbalingga memberikan putusan sebagai
berikut. Pertama, mengabulkan permohonan pemohon; Kedua,
membatalkan perkawinan antara Termohon | dan Termohon Il yang
dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Karangmoncol 2 pada tanggal
xxX; Ketiga, menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor
xxxx tanggal xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Karangmoncol 2 tidak berkekuatan hukum/ batal demi hukum;

Keempat, membebankan biaya perkara kepada pemohon; Kelima,



70

apabila pengadilan berpendapat lain , mohon penetapan yang seadil-
adilnya.

Dalam perkara permohonan pembatalan nikah dengan nomor
perkara 1331/Pdt.G/2023/Pa.Pbg diputuskan bahwa. Pertama, bahwa
Pengadilan Agama Purbalingga mengabulkan permohonan Pemohon;
Kedua, Pengadilan Agama Purbalingga menyatakan bahwa perkawinan
antara Termohon | dan Il yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama
Karangmoncol 2 Kabupaten Purbaligga tangga xxx adalah Batal;
Ketiga, Pengadilan Agama Purbalingga menyatakan Akta Nikah dan
Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx Tanggal xxxxx yang dikeluarkan
olen Kantor Urusan Agama Kabupaten Purbalingga atas nama
Termohon | dan Il itu Tidak Berkekuatan Hukum; Keempat, Pengadilan
Agama Purbalingga membebankan kseluruh ‘biaya perkara kepada

Pemohon.8

8 Melihat Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1331/Pdt.G/2023/Pa. Phg.



BAB IV
ANALISIS RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PEMBATALAN

PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN AKTA CERAI

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau miitsagan ghalizhan, dimana
seorang wanita dan seorang pria setelah melakukan akad perkawinan akan
melahirkan sebuah ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal. Ungkapan akad yang terjadi dalam perkawinan
menumbuhkan sebuah perjanjian yang bersifat keperdataan.

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan
dikatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya
masing-masing. Dalam tatanan hukum di Indonesia, hukum memiliki beberapa
fungsi, yang salah satunya berfugsi sebagai alat untuk ketertiban dan keteraturan
masyarakat. Hal ini senada dengan regulasi perkawinan yang ada di Indonesia,
dimana setiap calon pasangan yang hendak menikah harus memenuhi syarat
materiil dan formiil yang tercantum dalam undang-undang perkawinan.

Pemabatalan perkawinan adalah tindakan pemutusan akad, karena dalam
pernikahan terdapat hal-hal yang tidak dipenuhi dalam sebuah pernikahan. Pasal 22
Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 diterangkan bahwa peerkawinan dapat
dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan
perkawinan. Pembatalan perkawinan tidak bisa sembarangan untuk diajukan,
karena memiliki akibat hukum yang melibatkan para pihak,salah satunya adalah
terdapat suami istri. Dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan pembatalan

perkawinan adalah pengadilan yang berada dalam satu wilayah yuridiksi dengan

71
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calon pasangan atau tempat terjadinya perkawinan. Pengadilan merupakan sebuah
instansi yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara.
Penyelesaian perkara untuk orang-orang yang bukan beragama Islam berada di
Pengadilan Negeri, sedangkan untuk orang-orang yang beragama Islam berada di
Pengadilan Agama.

Dalam menyelesaikan suatu perkara hakim pengadilan harus memberikan
putusan yang mengandung nilai keadilan. Nilai keadilan menjadi icon dari tujuan
ditegakkannya hukum dalam suatu negara. Melihat dari hal ini, penulis berpendapat
bahwa keadilan dalam suatu persidangan dapat diraih dengan mempertimbangkan
fakta kejadian dan alat bukti yang ada. Pertimbangan hukum atau ratio decidendi
ini menjadi sangat pentinga karena menjadi sarana dalam menuyatakan pemikiran
terkait problematika konflik hukum yang sedang terjadi. Dengan demikian, hasil
penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana ratio decidendi
hakim dalam suatu perkara pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan
Agama Purbalingga karena akta cerai, serta implikasi dari pembatalan perkawinan
yang diakibatkan oleh putusan pengadilan terhadap status suami istri yang ditinjau
dari hukum positif.

A. Ratio Decidendi Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Akibat

Pemalsuan Akta Cerai pada putusan Nomor:1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
1974 berkaitan Perkawinan dijelaskan mengenai terjadinya pembatalan
pada sebuah perkawinan yang diatur di pasal 22KHI hingga pasal 28 KHI.

Pasal-pasal diatas berisi peraturan seputar persoalan perkara pembatalan
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perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan Jika para pihak yang terkait tidak
mencukupi persyaratan dan beragam rukun-rukun yang diaturkan dengan
maksud untuk menikah maka perkawinannya sangat berhak untuk
dilakukan pembatalan oleh instansi yang berwenang.®°

Selain itu pula dipaparkan mengenai orang-orang dalam undang-
undang yang bisa memberikan permohonan untuk melakukan pembatalan
nikah diantaranya pihak keluarga yang masuk garis keturunan lurus ke atas
dari suami atau istri, baik pihak suami maupun pihak istri, pejabat yang
memiliki kewenangan jika saat perkawinan belum dilakukan pemutusan dan
setiap orang yang memiliki urusan hukum pada perkawinan tersebut, namun
dilakukan jikalau perkawinan yang terlaksana telah putus. Daerah atau jarak
rumah memiliki pengaruh akan sah atau tidaknya sebuah perkara yang
dimohonkan kepada Pengadilan Agama dalam kawasan hukum ketika
perkawinan terjadi atau rumah dari pihak suami maupun pihak istri.*

Sebab lain yang menjadi faktor dari celahnya seseorang dapat
mengajukan permohonan perkara pembatalan perkawinan antara lain bisa
karena pernikahan yang dilangsungkan itu terjadi dihadapan pegawai
pencatat perkawinan yang tidak memiliki kewenangan, menghadirkan para
wali pernikahan yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undang, atau

mungkin malah tidak menghadirkan saksi seorang laki-laki yang berjumlah

893ubekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tambahan
UndangUndang Perkawinan dan Undang-Undang Pokok Agraria, (Jakarta: Pradnya Paramitha)
h.544.

90 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. him.544.
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2 orang dalam sebuah perkawinan, alhasil hal ini bisa menjadi celah terjadi
permohonan pembatalan perkawinan yang harus melakukan akad baru
untuk meresmikannya. Selain itu, baik suami ataupun pihak istri bisa saja
untuk melakukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan
yang terjadi dirasa saat pelaksanaannya terjadi dibawah ancaman yang hal
tersebut terjadi pelanggaran hukum, kemudian dimungkinkan terjadi
kekeliruan atas diri suami ataupun diri istri. Jika hal ini terjadi undang-
undang memberi waktu selama 6 bulan dari pernikahan untuk bisa
dilakukan pengajuan pembatalan perkawinan.

Terdapat rukun dan syarat-syarat yang  harus dipenuhi dalam
melangsungkan sebuah perkawinan agar perkawinannya dikatakan sah, jika
syarat maupun rukun tidak terpenuhi maka perkawinan yang berlangsung
berakibat dapat dibatalkan oleh para pihak yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan perkawinan. Pembatalan perkawinan terbagi dalam
dua bentuk yaitu dapat dibatalkan serta yang batal demi hukum. Kategori
pembatalan perkawinan yang terdapat di hukum Islam masuk dalam
kategori fasakh yang memiliki arti membatalkan ataupun merusakkan.
Fasakha ataupun fasakh menurut bahasa berarti rusak dan batal. Batal disini
yaitu rusaknya sebuah hukum yang lahir terhadap suatu perbuatan
seseorang, disebabkan tidak terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan,

seperti halnya yang ditentukan oleh syara’. Dengan demikian, fasakh adalah
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salah satu sebab putusnya perkawinan yang merusakkan atau membatalkan
ikatan perkawinan yang telah berlangsung.®

Selain daripada perceraian yang menjadi putusnya perkawinan,
kematian, dan putusan hakim juga termasuk dalam alasan putusnya
hubungan perkawinan. Alasan putusnya perkawinan karena putusan
pengadilan bisa terjadi dikarenakan oleh sebuah pembatalan pada suatu
perkawinan. Jika merujuk pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
diatur mengenai perkawinan bisa saja dilakukan pembatalan ketika pihak
terkait tidak melakukan pemenuhan persyaratan dalam proses terjadinya
perkawinan.

Berkenaan dengan perkara yang penulis sedang teliti ini yaitu perihal
perkara putusan permohonan pembatalan perkawinan di- kawasan
Pengadilan Agama Purbalingga. Hal ini dimulai dengan penjelasan
deskripsi putusan perkara dari permohonan pembatalan perkawinan yang
teregister dengan No0.1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg, dalam kronologi perkara
yang dipaparkan sebelumnya, dimana pada tanggal 24 Juli 2023 Pemohon
mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara Termohon | dan
Termohon 1l ke Pengadilan Agama Purbalingga. Pemohon disini
berkedudukan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Purbalingga.
Termohon | disini adalah pasangan baru dari Termohon Il sedangkan

Termohon 11 disini adalah seseorang istri yang masih terikat dengan orang

%1 Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: Fakultas Hukum UlI,
1967), h.78
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lain. Permasalahan muncul ketika Pemohon mengecek kembali berkas
persyaratan milik Termohon | dan Termohon I, dimana saat melakukan
pengecekan ulang, Pemohon menemukan kejanggalan pada Akta Cerai
Termohon II.

Pemohon memanggil Termohon | dan Termohon Il yang ketika itu
statusnya sudah menjadi pasangan suami istri. Pemohon memberitahukan
kepada para Termohon bahwa terdapat kejanggalan pada Akta Cerai
Termohon II, kemudian Pemohon menyuruh para Termohon untuk
melakukan konfirmasi atas Akta Cerai tersebut ke Pengadilan Agama
Purbaligga. Setelah di konfirmasi olen Termohon I dan Termohon Il ke
Pengadilan-Agama Purbalingga pada tanggal 20 Juli 2023 ternyata Akta
Ceral Termohon Il Palsu.92

Dalam duduk perkara yang dipaparkan sebelumnya, dimana pada
tanggal 24 Juli 2023 Pemohon mengajukan permohonan pembatalan
perkawinan antara Termohon | dan Termohon Il ke Pengadilan Agama
Purbalingga. Pemohon disini berkedudukan sebagai Kepala Kantor Urusan
Agama (KUA) Purbalingga. Termohon | disini adalah pasangan baru dari
Termohon |1, sedangkan Termohon |1 disini adalah seseorang istri yang
masih terikat dengan orang lain. Permasalahan muncul ketika Pemohon
mengecek kembali berkas persyaratan milik Termohon | dan Termohon 11,
dimana saat melakukan pengecekan ulang  Pemohon menemukan

kejanggalan pada Akta Cerai Termohon II.

92 Melihat Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1331/Pdt.G/2023/Pa. Pbg.
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Dalam kasus peimbatalan perkawinan ini pemohon yang
berkedudukan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) mengajukan
surat permohonan pembatalan diwilayah Kantor PA. Purbalingga, yang
kemudian di Kantor PA. Purbalingga kasus tersebut di putuskan dengan
mengabulkan permohonan pemohon atau membatalkan perkawinan antara
Termohon | dan Termohon I1.

Dalam kasus fasakh karena bukti perceraian yang palsu ini, Hakim
Peingadiilan Agama Purbalingga mendasarkan pada beberapa
pertimbangan.

Pertama, alat bukti, dalam mempeirtimbangkan alat bukti yang
diberikan oleh Pemohon, Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 165 HIR.
Surat (Akte) yang sah, ialah suatu surat yang dibuat demikian oleh atau di
hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadi bukti
yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang
yang mendapat hak dari padanya tentang segala hal yang disebut di dalam
surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan
sahaya, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu
berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akte) itu.

Kedua, fakta kejadian, bahwa Pemohon, Termohon I, Termohon Il
bertempat tinggal di wiilayah yuridiksi Pengadilan Agama Purbalingga.
Bahwa Termohon I dan Termohon 11 telah melangsungkan perkawinan pada
tanggal xxx, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Purbalingga. Bahwa

saat mendaftarkan Perkawinan status Termohon | adalah jejaka dan status
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Termohon Il adalah janda cerai hidup dengan bukti surat KTP, KK, dan
Akta Cerai. dari Peingadilan Agama Bogor tidak pernah menerima,
memeriksa, memutus perkara cerai yang diajukan oleh Nama Pasangan
Lama dan Termohon Il. Akta Cerai Nomor xxx/AC/2016/PA. Bgr tanggal
XXX yang berdasar pada putusan Nomor xxx/Pdt.G/2016/Pa.Bgr tanggal xxx
bukan produk Peingadilan Agama Bogor.

Ketiga, Pengakuan Termohon, dalam menjawab dalil permohonan
pemohon pada poin 8, bahwa tidak dibenarkan Termohon 1 dan Il
membohongi Pemohon selaku Kepala Kantor Urusan Agama, Termohon 11
tidak mengetahui bahwa akta cerai tersebut palsu, karena saat proses
perceraian Termohon 1l tidak pernah menghadiri persidangan, tidak pernah
menerima panggilan untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Agama
Bogor. Termohon Il hanya menerima akta cerai yang dikeluarkan oleh
Pengadilan Agama Bogor yang diberikan oleh suami Termohon Il atas
nama Pasanga Lama. Hal ini yang membuat Termohon Il yakin bahwa akta
cerai yang diberikan adalah sah.

Keempat, Fakta hukum, Akta Cerai yang palsu menjadi tanda bahwa
Termohon Il dengan Pasangan Lamanya belum secara hukum berpisah.
Perkawinan kedua antara Termohon Il dan I secara hukum negara batal dan
dianggap tidak pernah terjadi. Mengingat pada Pasal 9 Undang-Undang No
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.
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Dari beberapa poin pertimbangan yang menjadi dasar putusan Hakim
Pengadilan Agama Purbalingga, peneiliti menyimpulkan bahwa dasar
terkuat yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam
membuat sebuah putusan adalah berdasarkan pada poin alat bukti yang
diajukan oleh Pemohon. Adapun alat bukti yang diajukan oleh Pemohon
sebagai dasar penguatan dalil perkara permohonan yang diajukan adalah
berupa alat bukti surat. Alat bukti Surat yang diserahkan ke Pengadilan
Agama Purbalingga, antara lain Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon,
Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Teirmohon I,
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon Il, Fotokopi Kartu Keluarga
Termohon 11, Fotokopi Kutipan Akta Cerai Termohon 11 dengan Pasangan
Lama, Fotokopii surat hasil pengecekan Akta Cerai, dan Fotokopi Buku
Nikah Nomor xxxx Termohon | dan Teirmohon II.

Bukti-bukti surat menjadi fokusnya hakim sebagai dasar jatuhnya
putusan, yaitu seperti pada alat bukti P.7 (Akta Nikah Termohon | dan
Termohon 1), bukti P.6 (Surat hasil pengecekan akta cerai), bukti P.3 (Kartu
Tanda Penduduk Termohon II), bukti P.4 (Kartu Keluarga Termohon I1),
bukti P.5 ( Akta Cerai Termohon Il dengan Pasangan Lama).

Alat bukti yang menjadi pertimbangan hakim sudah terbukti
kebenarannya, dan hal ini sejalan dengan bunyi pasal 165 HIR. Dalam pasal
165 HIR disebutkan bahwa Akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh
atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dan merupakan

bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka
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yang mendapat hak dari padanya tentang apa yang tercantum di dalamnya
sebagai pemberitahuan. Alat bukti berupa surat yang digunakan hakim
dalam mendasarkan putusannya itu berisikan bahwa Termohon | dan
Termohon Il sudah menyelenggarakan pernikahan yang telah dicatat oleh
Kantor Urusan Agama Purbalingga, bahwa Pengadilan Agama Bogor
menyatakan tidak pernah menerima, mimeriksa dan memutus perkara cerai
dari Pasangan Lama dan Termohon Il, bahwa akta cerai yang dimiliki
Termohon Il bukan hasil dari Pengadilan Agama Bogor.

Berdasarkan pertimbangan diatas, menurut penulis Hakim Pengadilan
Agama Purbalingga sudah tepat dalam menyimpulkan bahwa pernikahan
yang terjadi antara Termohon | dan Termohon Il yang telah di catatkan di
Kantor Urusan Agama (KUA) Purbalingga oleh Kepala Kantor Urusan
Agama (KUA) Purbalingga telah terbukti melanggar ketentuan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dan penulis setuju
dengan analisis hakim terhadap ratio decidendi yang digunakan karena dari
situlah hakim menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon I1
dimana Termohon Il yaitu masih terikat perkawinan yang sah dengan
pasangan lamanya. Hal ini dinyatakan dengan kepalsuan dari akta cerai
milik Termohon Il. Hal ini serupa dengan surat An-Niisa ayat 24 tentang
larangan menikahi wanita yang bersuami, dimana surat ini berbunyi “Dan
(diharamkan juga mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali budak-

budak yang kamu miliki”.
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Selain itu, menurut penulis ratio decidendi hakim PA. Purbalingga
pada kasus fasakh karena palsunya bukti cerai ini telah tepat dan sejalan
dengan aturan perundang-undangan hukum yang berlaku pada pasal 9
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah
diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang
menyatakan bahwa seseorang yang masih terikat tali perkawinan atas
dirinya dengan orang lain, tidak dapat kawin lagi. Dalam pasal 71 huruf b
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, menyatakan bahwa
perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini ternyata
dikemudian hari masih menjadi istri pria lain

Dalam asas perkawinan diterangkan mengenai- asas monogami
dimana seorang pria hanya dibolehkan memiliki seorang istri dan seorang
wanita hanya boleh memiliki satu suami. Selain itu terdapat juga asas tidak
mengenal poliandri dalam asas perkawinan, dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan mengenai
ketidakbolehan adanya poliandri, dimana seorang wanita hanya boleh
memiliki seorang suami pada waktu bersamaan.

Berangkat melalui fakta yang ditemukan penulis bisa diketahui bahwa
setelah pemohon melakukan permohonannya ke pihak Pengadilan Agama
untuk dilakukan agar dibatalkan saja perkawinan yang berlangsung antara
pihak termohon 1 serta termohon 1lI, maka Pengadilan dengan

pertimbangannya mengabulkan permohonan yang diminta oleh pihak yang
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berkedudukan sebagai pemohon. Dari hasil wawancara yang diperoleh
penulis, dalam penjatuhan perkara mempertimbangkan tentang bahaya jika
perkawinan ini tidak dibatalkan maka diimungkinkan mendatangkan
kemadharatan yang banyak sehingga kemaslahatan yang diimpikan tidak
terjadi®®. Sebab perceraian yang terjadi diluar sidang pengadilan maka
perceraian dianggap tidak sah dan para pihak yang melakukannya pun tidak
mendapatkan bukti cerai berupa akta cerai sebagai produknya, selain itu
mereka juga tidak mendapat haknya yang telah diatur dalam undang-
undang.

Berkaitan dengan hal diatas, maka akan menimbulkan salah satu
dampak yang akan terjadi jika tidak dikabulkannya permohonan pembatalan
oleh hakim, dampak yang dimaksud berupa peluang untuk oknum untuk
melakukan pemalsuan pada setiap dokumen yang lainnya yang
meinimbulkan penyepelean terhadap dokumen yang dibuat oleh negara, jika
dilihat dari manfaatnya dokumen negara adalah surat penting yang
kedudukannya bisa menjadi sebuah alat bukti yang mendukung dalam
sebuah perkara di muka persidangan. Kemaslahatan yang menjadi
pertimbangan hakim ini meimiliki dasar dengan kaidah

CJLmJ\ i e 238 w433

Yang artinya menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada

memperoleh kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan dilaksanakannya

93 93 Hasil wawancara dengan Bapak Nursidik, M.H., Hakim Pengadilan Agama
Purbalingga pada Hari Kamis, 27 Juni 2024
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peraturan pemerintah mengenai pencatatan dan pembuktian perkawinan
dengan menyertakan akta nikah. Hal ini menjadi tuntutan dari
perkembangan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan umum dalam
sebuah masyarakat.®*

Selain itu, menurut analisis yang dilakukan oleh penulis Hakim
Pengadilan Agama Purbalingga, sedah mengacu pada hukum positif, yang
menetapkan peraturan tentang jenis bukti yang digunakan dalam
persidangan. Akibatnya, hakim sangat terikat oleh bukti, sehingga mereka
harus mempertimbangkan bukti yang sah saat membuat keputusan.®

Berdasarkan pendapat dari penulis, jika dilihat dari hukum Islam talak
antara Termohon 1l dengan Pasangan Lama tersebut telah terjadi, walaupun
tidak secara Sharih diucapkan, namun dengan dikirimkannya akta cerai
palsu ke Termohon Il dapat diasumsikan bahwa Pasangan Lama sudah
berniat menceraikan Termohon Il. Jika dilihat dalam hukum Islam kejadian
tersebut bisa masuk dalam kategori talak kinayah (samar), talak kinayah
yaitu talak yang jatuh ketika suami dalam menjatuhkan talaknya dengan
kata-kata sindiran yang mengandung makna talak dan harus disertai dengan
niat dalam menjatuhkannya. % Sehingga dari penjelasan ini dapat
disimpulkan bahwa status Termohon Il jika dilihat dalam Hukum Islam

adalah janda.

% Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) h. 30

% Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) h.60

% MA Safrizal and MA Karimuddin, Penetapan Jatuh Talak dalam Perspektif Hukum

Positif Dan Figh Syafi'iyah, Jurnal limiah Al Fikrah Vol. 1, No0.2.2020.
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Pada Pasal 123 KHI disebutkan bahwa terjadinya perceraian terhitung
ketika perceraian itu dikemukaan di depan hakim dalam sidang pengadilan.
%Putusnya perkawinan dapat dibuktikan hanya dengan surat keterangan
bercerai berupa akta cerai. Jika dilihat dari hukum islam para ulama pada
umumnya dalam menyikapi terjadinya perceraian yakni berkeinginan untuk
mempersulit terjadinya perceraian. Kalangan ulama Syiah yang
mewajibkan dua orang saksi untuk sahnya perceraian lebih kuat dan
maslahat. Hal ini juga mempersulit peluang jatuhnya talak dan dalam
perkembangannya perundangan negara-negara muslim mewajibkan talak di
depan sidang pengadilan yang sudah pasti disaksikan oleh sekurangnya dua
orang saksi®,

Hal ini sejalan dengan perundang-undangan (gandn), hampir semua
legislasi di negara muslim mengharuskan perceraian di muka pengadilan,
hal ini langsung atau tidak langsung bisa dimaknai sebagai bentuk
‘kemenangan’ pendapat yang menyaratkan keharusan saksi dalam
perceraian. Karena mengharuskan ikrar talak di depan sidang pengadilan
jelas lebih dari sekedar mengundang dua orang saksi, karena di sidang
pengadilan paling tidak akan disaksikan oleh majelis hakim, panitera,
pasangan atau yang mewakili, keluarga dan lain-lain. Jadi, dalam
permasalahan perceraian diantara Termohon Il dengan pasangan lamanya,

menurut penulis adalah perceraian yang terjadi belum sah, karena hal ini

97 pasal 123 Kompilasi Hukum Islam.
% A Trigiyatno, "Persaksian Talak: Perspektif Ulama Sunni dan Syi‘ah Imamiyah", Al-
Manabhij: Jurnal Kajian Hukum Islam (ejournal.uinsaizu.ac.id, 2020).
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tidak sejalan dengan para kalangan ulama syiah dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia.

Jadi, dari pertimbangan yang menjadi alasan hakim untuk memutus
perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan akta cerai dengan nomor
perkara 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg menurut penulis sudah tepat karena pada
dasarnya memang suatu perkawinan tidak boleh terjadi selama masih
terjadinya atau berlangsungnya ikatan dengan pasangan lama yang sah. Hal
ini juga sesuai dengan asas dalam hukum perkawinan, yaitu asas monogami
dan asas perkawinan yang tidak memandang poliandri. Selain itu, dalam
konteks hukum islam pernikahan antara Termohon Il dengan Termohon |
dikatakan sah dan boleh untuk menikah, namun berbeda dengan hukum
positif yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh menikah lagi selama
belum ditunjukkanya Akta Cerai, dalam akta cerai inilah yang dinilai oleh
Hakim Pengadilan Agama Purbalingga itu palsu, sehingga perkawinan yang
terjadi antara Termohon Il dan Termohon Il batal, karena syarat yang
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tidak dipenuhi atau
dipalsukan.

Namun jauh dari pada itu penulis memberikan beberapa catatan.
Pertama, mengenai iddah (waktu tunggu), mestinya Hakim Pengadilan
Agama Purbalingga tidak hanya berfokus pada kekuatan alat bukti tetapi
juga mempertimbangkan fakta hukum, fakta hukum yang penulis maksud
adalah fakta hukum yang terjadi mengenai perkawinan antara Termohon |

dan Termohon II. Fakta Hukum ini menjadi penting untuk memetakan
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adakah massa iddah Termohon Il. Fakta iddah menjadi penting karena
fungsi iddah untuk mengetahui bersih tidaknya seorang rahim perempuan,
sebagai masa ihdad (berkabung), dan sebagai masa rekonsiliasi (proses
membangun kembali hubungan yang telah rusak, yang tanpanya seseorang
tidak akan dapat berfungsi kembali dengan baik dalam segala dimensinya®®.
Kedua, dari fakta hukum yang dijelaskan diatas maka bisa dilihat
kronologi perkaranya, misalkan antara perkawinan dan pembatalan
perkawinan yang berjarak beberapa hari apakah memungkinkan terjadinya
dukhul. Sehingga, jika terjadi dukhul maka potensi atau kemungkinan yang
terjadi akibat dari perkawinan akan berakibat salah satunya terhadap anak
yang dilahirkan dari pernikahan antara Termohon | dan Termohon II.
Ketiga, dilihat dari unsur niat. Hal ini menurut penulis juga menjadi
masalah, karena  semestinya ketika pasangan lama berniat untuk
menceraikan Termohon Il (niat menipu yang disimpulkan penulis sebagai
niat dari Pasangan Lama untuk menceraikan Termohon II) maka niat itu
melalui wawancara oleh = pengadilan agama itu termasuk dengan talak
kinayah. Hal ini semestinya bisa menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan
Agama untu memanggil pasangan lama tersebut. Hal ini bertujuan agar
pemasalahan yang terjadi bisa secara jelas untuk diidentifikasi, sehingga
dapat disimpilkan oleh penulis bahwa cara pandang Hakim Pengadilan

Agama bersifat progresif (mengutamakan keadilan dan nilai moral

9 W Nuroniyah, "Diskursus' Iddah Berpersepktif Gender: Membaca Ulang'lddah dengan
Metode Dalalah al-Nass", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam (ejournal.uinsaizu.ac.id, 2018).
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manusia), hukum yang progresif adalah hukum yang tidak memandang
status quo (keadaan yang ada) dalam hukum. Menggunakan status a quo
dalam putusan sama halnya dengan berpikiran bahwa manusia untuk hukum

bukan hukum untuk manusia.

. Implikasi Pembatalan Perkawinan Pada Putusan Perkara Nomor:
1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg Terhadap Status Perkawinan Dalam Hukum
Positif

Hakikat sebenarnya bahwa perkawinan bisa dilakukan pembatalan
dikarenakan tidak sahnya suatu perkawinan, ketidak sah an ini terjadi akibat
terdapat pertentangan di dalam Hukum Positif, selain itu juga disebabkan
karena rukun dan syarat sahnya perkawinan - tidak terpenuhinya. Satu-
satunya pengadilan yang dapat membatalkan perkawinanadalah Pengadilan
Agama bagi mereka yang menikah secara Islam dan Pengadilan Negeri bagi
mereka yang menikah secara non-Islam. Ini dilakukan untuk mencegah
pembatalan perkawinan oleh pihak di luar pengadilan, seperti suami-isteri,
anak-anak, atau orang lain.

Dilihat dari Kompilasi Hukum Islam, fasakh adalah bentuk
konsekuensi atas ditentangnya larangan perkawinan, dimana pembatalan
perkawinan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu batal demi hukum yang
dilandaskan pada alasan adanya pelanggaran terhadap larangan perkawinan
dan dapat dibatalkan yang dilandaskan pada alasan adanya pelanggaran

terhadap persyaratan perkawinan,

100 Melihat Pasal 70-76 KHI.
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Pengadilan Agama Purbalingga yang menerbitkan putusan
pembatalan perkawinan, maka kebatalan bagi perkawinan tersebut hanya
secara administratif saja, dalam arti pembatalan akan berkaitan dengan tidak
lagi diakuinya perkawinan tersebut, termasuk dianggap tidak pernah
terbitnya produk-produk hukum yang pernah timbul dari perkawinan,
seperti Akta Nikah dan salinan Akta Nikah. Segala akibat yang pernah
timbul dari perkawinan yang telah dibatalkan tersebut menjadi tidak
mendapat kepastian hukum. Pembatalan perkawinan tidak menjadikan
perkawinan tidak sah terjadi sepanjang perkawinan tersebut memang benar-
benar telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan menurut Agama
Islam.. Dengan begitu, meskipun perkawinan telah dibatalkan melalui
putusan Pengadilan Agama, perkawinan tersebut tetap sah terjadi secara
hukum Islam meskipun tanpa adanya pencatatan.

Seperti penjelasan yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya, maka
penulis menegaskan bahwa pernikahan Termohon | dan Termohon 11 dalam
perkara no 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg ini tergolong dalam perkawinan yang
dapat dibatalkan, dan pembatalannyapun hanya secara administratif saja,
dan status perkawinannya tidak lagi diakui lagi, dan produk yang terbit dari
pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum lagi, namun secara
hukum islam pernikahan Termohon | dan Termohon 11 termasuk pernikahan

yang sah walaupun tanpa pencatatan.

101 Maureen Masya Artina, Djanuardi, dan Eidy Sandra. Keabsahan Pengajuan

Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Akta Cerai, Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. 7, No.

2,2022.
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Menurut hukum Islam, melaksanakan akad perkawinan yang tidak
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syari‘at adalah perbuatan
yang sia-sia, bahkan dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum
dan harus dicegah oleh siapa pun yang mengetahuinya atau dengan cara lain
mengetahuinya. Ini karena akad perkawinan dianggap sebagai
perbuatan hukum yang melanggar hukum dan mengandung akibat dan
konsekuensi tertentu. 1%

Bagi siapa saja yang mengetahui maupun para pihak yang berwenang
sesuai dengan peratuan hukum positif bahwa pernikahan yang dilakukan
terdapat cacat hukum disebabkan tidak terpenuhinya atau terabaikannya
rukun-atau syarat yang ditentukan, maka dihukumi wajib -untuk melakukan
pengajuan pembatalan perkawinan kepada instansi yang ranah berwenang,
dalam hal ini adalah ranah Pengadilan Agama untuk para pihak yang
beragam Islam dan memiliki kepentingan.

Berlakunya pembatalan perkawinan dimulai setelah keputusan
Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak
saat berlangsungnya perkawinan (Pasal 74 KHI), namun apabila
pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat formil perkawinan
dan setelah putusan pembatalan perkawinan para pihak memutuskan untuk
kembali bersatu tidak dengan cara rujuk tetapi dengan cara akad baru lagi

yang rukun dan syarat kawinnya dipenuhi, maka dalam hal ini tidak

102 Ahmad Supandi Patampari, Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut
Hukum Islam, Al-Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 2, No. 2,
2020. him. 9.
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mengurangi bilangan talak sehingga suami tetap mempunyai kesempatan
tiga kali talak.

Pada dasarnya suatu akad seperti akad nikah bilamana ternyata batal,
tidak mempunyai akibat hukum. Akad nikah seperti itu hanya terwujud pada
lahirnya saja, sedangkan menurut hukum Islam dianggap tidak ada sama
sekali. Namun kadang-kadang disebabkan adanya akad nikah yang tidak
mencukupi ketentuan-ketentuan syari’at itu, terjadi hubungan antara suami
isteri yang ada kaitannya dengan aspek lain. Misalnya telah bersenggama.
Di sini terdapat beberapa masalah lainnya yang berkaitan langsung dengan
hubungan seksual tersebut, yaitu masalah apakah perbuatan itu dianggap
zina atau tidak dianggap zina, dan jika menghasilkan anak, apakah anak itu
dianggap anak zina atau bukan anak zina.'%

Perkawinan yang putus akibat batal demi hukum maupun dapat
dibatalkan derdasarkan hukum yang terikat dalam putusan pengadilan, dan
telah dinyatakan bahwa putusan itu memiliki kekuatan hukum tetap maka
berakibat perkawinan yang semula terjalin tersebut ditetapkan batal dan
tidak memiliki power hukum. Dikarenakan perkawinan diantara Termohon
I dengan Termohon Il secara hukumnya dinyatakan tidak sah, jadi berkaitan
dengan akta nikah yang merupakan produk dari KUA Kecamatan
Karangmoncol 2 Nomor XXX tertanggal XXX itu diputuskan tidak

memiliki power hukum. Hal ini pun tidak berlaku surut bagi :

h.126.

103 Effendi Satria, Mimbar Hukum, (Jakarta: Al Hikmah dan Ditbinbapera Islam,1997)
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a. Setiap anak yang lahir dari perkawinan yang batal,

b. Itikad baik dari tindakan yang dilakukan oleh suami istrti,
dikecualikan pada harta yang dikumpulkan bersama, jika
pembatalan yang dilakukan berdasarkan atas adanya perkawinan
lain yang lebih dahulu.

c. Orang ketiga yang tidak termasuk dalam kategori point a dan b
selama orang ketiga mendapatkan setiap hak dengan itikad baik
sebelum jatuhnya putusan mengenai pembatalan mempunyai
kekuatan hukum tetap. Hal ini tertuang dalam pasal 28 ayat (2)
Undang-undang perkawinan jo. Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam.

Walaupun sebuah perkawinan telah dibatalkan, namun tetap memiliki
akibat dari segi keperdataan antara lain:

a. Bagi  suami isteri, konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu
perkawinan yang dibatalkan, yaitu perkawinan yang terjalin
ditetapkan batal saat jatuhnya putusan dari Pengadilan Agama yang
memiliki kekuatan hukum tetap.

b. Bagi setiap anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan,
maka konsekuensi yang timbul berkaitan dengan status anaknya,
yaitu dihukumi seibagai anak yang sah dan memiliki hubungan
keperdataan dengan orang tuanya dengan syarat perkawinan itu
sudah dilakukan itikad baik dari suami isteri kedua-duanya. Hal ini
sejalan dengan Hukum Positif pasal 95 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata.
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c. Adapun konsekuensi lain yang timbul akibat dilakukakannya
pembatalan, jika terdapat kemungkinan kemungkinan yang
diantaranya terdapat ketidaktahuan maupun kekhilafan ataupun
ketidak sengajaan sementara belum terjadi dukhul maka perkawinan
yang terjadi harus dilakukan pembatalan, dan pelaku perkawinan itu
dianggap tidak berdosa. Namun jika diketahui telah ba’da dukhul
maka dukhul itu di hukumi sebagai Wathi’ syubhat dan buka
dipandang sebagai perilaku zina, pelaku perkawinan pun tidak
dijatuhi sanksi perzinahan. Bagi suami isteri yang pernikahannya
dibatalkan maka status keduanya kembali ke posisi awal dan
pernikahan yang dilangsungkan pun dianggap tidak pernah ada.
Sehingga jika dilihat dalam perkara ini, posisi Termohon | kembali
pada statusnya yaitu jejaka, begitupun dengan Termohon Il yang
statusnya kembali ke isteri yang masih terikat hubungan dengan

orang lain dalam hal ini Pasangan Lama.

Masa iddah juga harus dilakukan untuk isteri yang perkawinannya
dilakukan pembatalan. Hal ini dipertegas dengan hasil wawancara penulis
dengan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Bapak Nursidik, M.H.
beliau menjelaskan bahwa terdapat masa iddah untuk perkawinan yang
dibatalkan karena hal itu termasuk dalam putusnya perkawinan yang
tercantum juga dalam Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam yaitu “ waktu

iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh, dan li’an
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berlaku iddah talak”. Penghitungan masa iddah tergantung pada apakah
Termohon Il itu hamil , atau masiih haid.**

Apabila para pihak yang terlibat pembatalan perkawinan berkeinginan
untuk kembali bersama, maka hukumnya diperbolehkan tetapi harus
memenuhi syarat untuk bercerai secara resmi terlebih dahulu antara
Termohon Il dengan Pasangan Lamanya agar mendapatkan produk
pengadilan berupa akta cerai, setelah memiliki akta cerai yang Termohon |
dan Termohon Il dapat melakukan pernikahan kembali dengan akad yang
baru. Rujuk bukan menjadi solusi karena perkara ini bukan perkara
perceraian, dan hukum fasakh yang terjadi dalam perkara ini dihukumi sama
dengan talak Ba'in shugra yaitu talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan
Agama.

Dilakukannya pembatalan perkawinan oleh Pengadilan menjadi bukti
_putusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang terjadi dianggap tidak
sah. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut adalah bahwa
perkawinan menjadi putus dan bagi para pihak yang dibatalkan
perkawinannya kembali ke status semula karena perkawinan tersebut
dianggap tidak pernah ada dan para pihak tersebut tidak mempunyai
hubungan hukum lagi dengan kerabat dan bekas suami maupun isteri.
Begitupun dalam simpulan wawancara dengan Bapak Nursidik, implikasi

dari pembatalan perkawinan ini yang dilakukan oleh Pengadilan Agama

104 Hasil wawancara dengan Bapak Nursidik, M.H. Hakim Pengadilan Agama
Purbalingga, hari Kamis, 27 Juni 2024.
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Purbalingga, yaitu perkawinan yang sudah dibatalkan putus,

diberlakukanya massa iddah, dan pemberlakukannya pembayaran mahar.1%

105 Hasil wawancara dengan Bapak Nursidik, M.H. Hakim Pengadilan Agama Purbalingga,
hari Kamis, 27 Juni 2024.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian jawaban rumusan masalah diatas, maka penulis

dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan analisis penelitian, penulis menyimpulkan
dalam perkara nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg Hakim
pengadilan Agama Purbalingga menyatakan putusannya dengan
berdasar pada ratio decidendi, berupa alat bukti surat yang
diserahkan oleh Pemohon yang berkedudukan sebagai Kepala
KUA ' untuk mendukung dalil permohonannya. Dalam
penyerahan alat bukti berupa surat , hakim menemukan fakta
kejadian dan fakta hukum sebagai ratio decidendi lain yang
menguatkan dalam mengabulkan permohonan pembatalan
perkawinan. Berangkat dari alat bukti surat yang menjadi dasar
ratio decidendi, hakim menilai bahwa perkawinan yang terjadi
ini, melanggar syarat-syarat perkawinan yaitu pasal 9 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang
menyatakan bahwa seseorang yang masih terikat tali perkawinan
atas dirinya dengan orang lain, tidak dapat kawin lagi. Pasal 71
huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991,
menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila

perempuan yang dikawini ternyata dikemudian hari masih

95
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menjadi istri pria lain. Penulis menilai bahwa bangun ratio
decidendi hakim dalam memutuskan perkara nomor
1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg ini hanya menilai aspek formal
keabsahan akta cerai yang bukan produk dari Pengadilan Agama
Bogor, dan tidak melihat substansi perkara pembatalan
perkawinan, padahal jika perkawinan itu telah diputuskan
terdapat konsekuensi-konsekuensi hukum, seperti masa iddah,
anak yang dilahirkan, keperdataan diantara pasangan.

Demikian pula implikasi pembatalan perkawinan pada putusan
perkara. nomor: 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg terhadap status
perkawinan dalam hukum positif. Undang — Undang tidak
membedakan implikasi dari perkawinan yang dapat dibatalkan
dengan perkawinan yang batal. Terhadap suami isteri, akibat
hukum. yang timbul dari suatu perkawinan yang dibatalkan
adalah perkawinan tersebut dinyatakan batal sejak adanya
putusan dari Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan
hukum tetap. Status suami istri yang perkawinannya dibatalkan
statusnya kembali seperti keadaan semula sebelum terjadi
perkawinan karena perkawinan yang telah dilangsungkan
dianggap tidak pernah ada. Maka Termohon | kembali ke posisi
sebelumnya yaitu tidak memiliki hubungan apapun, sedangkan
dengan Termohon Il kembali kepada suami pertamanya sebagai

istri.
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B. Saran

1. Dengan adanya kasus pembatalan perkawinan yang sudah terjadi di
pengadilan agama purbalingga yang terjadi karena ketidaktelitian oleh
pejabat nikah terhadap pemeriksaan dan penelitian berkas perkawinan
ini sebaiknya lebih telititi dan lebih dikoreksi, jangan sebatas percaya
terhadap data pernikahan yang terlampir karena dirasa data sudah sesuai
dan valid, dan sebaiknya dilakukan pembuktian lebih dahulu sebelum
meloloskan persyaratan tersebut, hal ini dimaksudkan agar dapat
terhindar dari pembatalan terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan
sebelumnya.

2. Pemberian edukasi terkait jenis-jenis akta autentik dan Lembaga yang
berhak menerbitkankannya, sehingga masyarakat paham dan mengerti
mengenai jenis dan lembaga yang berwenang dalam penerbitan akta
outentik.

3. Sebaiknya pemerintah lebih ~memperketat dalam mengadakan
pemeriksaan data-data sebelum dilakukan perkawinan yakni mengenai
status dan keabsahan data masing-masing pihak yang akan
melangsungkan perkawinan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan, seperti permintaan untuk membatalkan pernikahan oleh
pihak ketiga. Untuk itu perlulah kiranya pihak penegak hukum
memberikan serangkaian kegiatan yang bersifat pembelajaran dan

penyuluhan hukum kepada masyarakat.
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Surat Izin Observasi




Lampiran 2

Surat Keterangan Telah Melakukan Observasi




Lampiran 3

Pedoman Wawancara

Draf Pertanyaan Wawancara

1. Apa implikasi dari perkawinan yang dibatalkan dari perkara nomor
1331/Pdt.G/2023/Pa.Pbg terhadap status perkawinan mereka?

2. Apakah ada masa iddah pasca pembatalan perkawinan yang terjadi?

3. Apakah dalam memutuskan pembatalan perkawinan hakim
mempertimbangkan tentang dukhul diantara keduanya?

4. Apa yang mengindikasi bahwa akta cerai tersebut palsu?

5. Bagaimana model dari akta cerai yang sah itu?

6. Bagaimana pengadilan agama pbg membuktikan kalau akta cerai tersebut

bukan produk dari pengadilan agama bogor?



Lampiran 4
Transkip Wawancara

HASIL WAWANCARA
SKRIPSI DENGAN JUDUL

RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN
AKIBAT PEMALSUAN AKTA CERAI (Studi Analisis Putusan Hakim
Pengadilan Agama Nomor: 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg)

Hasil wawancara dengan Bapak Nursidik, M. H. Selaku hakim Pengadilan Agama

Purbalingga pada hari Kamis 27 Juni 2024

1. Apa implikasi dari perkawinan yang dibatalkan dari perkara nomor
1331/Pdt.G/2023/Pa.Pbg terhadap status perkawinan mereka?
Jawab : Resiko ataupun efek dari pembatalan itu ya otomatis perkawinan
itu putus, kalo di undang-undang No. 1 Tahun 1974 kan , putusnya
perkawinan disa karena perceraian, karena putusan pengadilan. Masuk salah
satu ini dengan jalan pembatalan perkawinan itu menyebabkan perkawinan
mereka menjadi putus berarti perkawinannya sudah putus gitu, sementara
Termohon | dan Termohon Il berarti perkawinan itu menjadi batal, putus
sudah bukan suami istri lagi, statusnya kembali semula, Termohon | perjaka
Termohon Il menjadi seorang yang masih terikat dengan orang lain itu.
Perbedaan antara putus perceraian dan pembatalan perkawinan itu kaya gitu
tadi, statusnya kembali, artinya bahwa perkawinan dianggap tidak ada, tapi
beginikan ada perkawinan batal dan dibatalkan demi hukum. Perkara ini
termasuk perkara yang dibatalkan. Kalau batal demi hukum, perkawinan itu
salah dilarang sejak awal, sebabnya misalnya persaudaraan, tapi kalau
dibatalkan berarti syaratnya tidak terpenuhi kalu batal demi hukum berarti
rukunnya. Misalnya seperti wali yang salah, persyaratan, tapi implikasinya
sama bahwa perkawinan itu putus, tidak ada perkawinan, baik perkawinan
yang dibatalkan/ batal.

2. Apakah ada masa iddah pasca pembatalan perkawinan yang terjadi?



Jawab : Ada.. karena itu termasuk putusnya perkawinan, lebih jelasnya di
Pasal 155 KHI, khuluk, fasakh, li’an berlaku iddah talak, inikan termasuk
fasakh batal, berarti ini berlaku juga untuk massa iddahnya, Masa iddahnya
tergantung apakah dia masih haid, hamil, itukan beda-beda, sama seperti itu
iddahnya jika masa iddahnya yaa..., kalo misalnya hamilkan berarti sampe
melahirkan, kalo misalnya yang sedang haid paling ngga 90 hari. Jadi
berlaku iddah bagi yang talak biasa sama.

Tambahan : Jika terkait mahar itukan berlaku seperti perkawinan biasa
kalo memang itu belum ditentukan yaa tetep itu arus ditunaikan, karena itu
syarat sebagi perkawinan, kan harus ada mahar.

. Apakah dalam  memutuskan  pembatalan = perkawinan  hakim
mempertimbangkan tentang dukhul diantara keduanya?

Jawab : Tergantung alasan pembatalan perkawinan itu dan inikan, artinya
gini kalo dari perkara ini, kalo perkara inikan kasusnya itu karena akta cerai
palsu. Berkaitan dengan waktu itu kan nanti dihiyung kan ini istri dalam
keadaan apa setelah itu, kalau istilah itukan bukan dipertimbangkan hakim,
inikan nanti urusannya kalau mau menikah lagi di KUA, kalo untuk hakim
itu ndak perlu dipertimbangkan, cuman inikan dicerita, cuman jika dikaitkan
dengan anak, anak ini bisa dipertimbangkan pembatalan itu. Kalau sudah
diputuskan berarti sudah selesai, putus cerai, tapi tidak mendapat akta cerai,
karena dibatalkan berarti bukan cerai, berarti pernyataan buku nikahnya itu
tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Tapi dia mendapatkan
putusan itu dengan putusan itu dia tau bahwa perkawinannya itu batal tidak
sah.

. Apa yang mengindikasi bahwa akta cerai tersebut palsu?

Jawab : Jadi inikan yang tau KUA, dan KUA itukan bisa mengajukan
pembatalan pernikahan, jadi yang tau kalau itu palsu tadinya itu kepala
KUA, terus mengajukan kesini, karena memang wewenang sini, jadi
laporan pembatalan sini dan kita juga punya, kaitannya dengan pertanyaan
no. 6 kita mengadakaknk konfirmasi Ke PA Bogor yang mengeluarkan, kita

adakan komunikasi kesana. Kita kemarin itu minta penjelasan ke PA. Bogor



ternyata dari PA. Bogor ada balasan, bahwa itu adalah palsu, karena PA
Bogor tidak pernah mengeluarkan akta cerai atas nama itu dan itu semakin
kuat, kalau itu memang palsu. Kejanggalan itu dirasa oleh pihak KUA
kkarena kok engga ada putusannya, tapi biasanya kalau mau nikah lagi akta
cerai iyu ditambah dengan salinan putusan.

Bagaimana model dari akta cerai yang sah itu?

Jawab : Sahnya akta cerai itu dilihat dari kopnya, marginnya, nomornya,
tulisannya, dan siapa paniteranya.

Bagaimana pengadilan agama pbg membuktikan kalau akta cerai tersebut
bukan produk dari pengadilan agama bogor?

Jawab : Sama seperti yang sudah saya jelaskan di pertanyaan nomor 4 tadi

yahh.
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PUTUSAN
Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara pembatalan perkawinan antara:

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil (Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN
PURBALINGGA), tempat kediaman Dusun Ketiban Rt.01
Rw.08 Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten
Purbalingga, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON |, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
karyawan swasta, tempat kediaman di KABUPATEN
PURBALINGGA, sebagai Termohon I;

TERMOHON II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
karyawan swasta, tempat kediaman di KABUPATEN
PURBALINGGA, sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon | dan Termohon I,

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juli 2023

telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan nomor 1331/Pdt.
G/2023/PA.Pbg tanggal 24 Jul 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX Termohon | dan Termohon Il telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA sebagaimana

Hal. 1 dari 13 halaman Put. No. 1331/Pdt.G/2023/PA.Phg.

Dusciurne:
Kapasmoraan Mahkamah Agung Republk Indonesia berusaha untuk selaks mencantumise informasi paing ki dan akurst sebagal bentuk konvimen Mahkamah Agung untuk pelay Ptk dan
poiaksanngn fungs) peraditan. Naman dalam halhal tersenty masin o ok MRS ekt CeNgRn BRSS! dan keterkinian Nformasi yang ks saikan. Al mana akan tnus kami perbaiki darn wakty Aewaki

Dalarn hal Ands menemukan inakuras nlrmas) yang fermust pads saus iy atau informass yang seharusnys ada. namun belum fersedia, maks harap segers hubung Kepanieisan Mahkaman Agung RI medalu
Emai @ agung.goid Tl ® 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal : XXX;

2. Bahwa sebelum menikah Termohon | berstatus Jejaka dan

Temohon Il berstatus Janda dengan bukti ktp kk dan akta cerai,

3. Bahwa sebelum nikah Termohon | dan Temohon |l mendaftar

secara mendadak yaitu tanggal XXX ,Termohon |l belum melengkapi

salinan putusan pengadilan/konsideran,

4, Bahwa sebelum menikah Pemohon baru pulang dari Bintek

Binwin di Solo dan memeriksa Termohon | dan Temohon Il pada tanggal

XXX karena kecapean pulang malam , banyak layanan pemeriksaan

pengantin lain dan layanan pernikahan di luar kantor , Pemohon kurang

teliti terhadap akta cerai Termohon Il maka meloloskan persyaratan

pernikahan Termohon | dan Temohon Il dengan syarat setelah menikah

Temohon |l melengkapi salinan putusan pengadilan/konsideran;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon memeriksa kembali akta cerai

Temohon Il , Pemohon merasa ada kejanggalan terhadap akta cerai

Temohon Il dan memerintahkan kepada Termohon | dan Temohon Il

untuk konfirmasi ke Pengadilan Agama Purbalingga,

6. Bahwa setelah dikonfirmasikan oleh Termohon | dan Temohon Il

ke Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 20 Juli 2023 ternyata

akta cerai Termohon Il itu palsu;

7. Bahwa pernikahan antara Termohon | dan Temohon Il telah

melanggar ketentuan Undang — Undang Perkawinan Nomor 1 tahun

1974 karena Temohon |l masih terikat perkawinan yang sah dengan

NAMA PASANGAN LAMA karena Akte Cerai Termohon Il palsu dan

memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus janda;,

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon Il tersebut Pemohon

sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Karangmoncol 2 merasa

dibohongi dan tidak rela;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

dalam perkara ini,

Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon memohon agar Pengadilan

Agama Purbalingga memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 halaman Put. No. 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Deachaimer
Mepanternan Matdamah AQurg Repubis Ndiness DEnMans LA el MenCEntsnien NG Haing Ay dan aturs setuge Dents AQung untA peday oy Vg ek
potadsanasn Argu permdinn Narmun daam NatAal fertenty mand) demegh L Sohr Terhad GROGR Sk BL A keterharsan PRI ying ks saphan Nal IS SARN R ARy Deviaii BB WA, hewad s

Datam hat Ande menemusan rahras VKIMe s g St Heds L0t Ky Aty NAITIRE yarg MANLATIE SIR TN DET rTeda TS harap Segers Mg Kepanseaan Matkamah Agurg Ri messks
Emos o wgurg gokd  Tel ' 02 1-384 3348 (ext I18) Halaman 2
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Primair:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon | (TERMOHON 1)
dengan Termohon Il (TERMOHON II) yang dilangsungkan di Kantor
Urusan Agama Karangmonco 2 pada tanggal XXX;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX
tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Karangmoncol
2 tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidair:
- Apabila pengadilan berpendapat lain,mohon penetapan yang
seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan terhadap perkara ini, Pemohon,
Termohon | dan Termohon litelah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di depan sidang dan ternyata pada hari sidang yang telah
ditetapkan Pemohon,Termohon | dan Termohon lltelah datang menghadap
sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan
Pemohon dimana Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;,

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon | dan
Termohon limenyampaikan jawaban sebagai berikut

- Bahwa benar Termohon | dan Termohon Il telah melangsungkan

perkawinan pada tanggal XXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA

sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal

XXX;

- Bahwa benar sebelum menikah Termohon | berstatus jejaka dan

Temohon |l berstatus janda;

- Bahwa benar sebelum nikah Termohon | dan Temohon Il

mendaftarkan rencana pekawinan pada tanggal XXX dan benar ketika

itu Termohon Il belum melengkapi salinan putusan perceraian dari

Pengadilan Pengadilan Agama Bogor;

Hal. 3 dari 13 halaman Put. No. 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Desciamer
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- Bahwa tidak benar Termohon | dan Termohon II membohongi
Pemohon selaku Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN
PURBALINGGA, Termohon Il tidak mengetahui kepalsuan akta cerai
Termohon |l bersama suami Termohon |l yang pertama bernama NAMA
PASANGAN LAMA;
- Bahwa Termohon |l tidak pernah menghadiri persidangan untuk
perkara perceraian karena Termohon Il tidak pernah menerima
panggilan untuk menghadiri persidangan dari Pengadilan Agama Bogor,
- Bahwa Termohon Il hanya ada menerima akta cerai yang
dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor yang diberikan oleh suami
Termohon Il yang pertamabernama NAMA PASANGAN LAMA kepada
Termohon |l, sehingga Termohon |l mersa akta cerai tersebut adalah
akta cerai yang sah dan berdasarkan akta dimaksud Termohon |l
meberikan data ketika pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda
Penduduk dengan status cerai hidup;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:
A. Surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK XXX
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga pada
tangal XXX, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P. 1);
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama
TERMOHON | NIK XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga pada
tangal XXX, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P. 2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON Il NIK
XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga
pada tangal XXX, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P. 3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga
TERMOHON Il Nomor XXX yang dikeluarkan oleh PIt. Kepala Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga pada
tangal XXX, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P. 4);

Hal. 4 dari 13 halaman Put. No. 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Dusclsener

Keparveraan Mahkamah Agung Repubik uniuk selads 1 paiing kini dan ahurat sebagal bentuk komitmen Mahkamah AQung itk pelyinisn Pubik. IaNsperansl dan akuntstuitng
pelaisanasn lungs peasdian. Namun dalam hal-hal terienty masin A tenad S teckad Geogen akumasi den Aeterkiruan IS yang Aams sakan hal mans akan kecus hami pevhaikl dan wekly Aeweakty
Daiarn hai Ands mensmukan nakuras! noMas yang fermuasl pads S4us in' stau infonmas yang sehanssnys ada. namun bekam fersedia. maks harnp seges hubung Agung Ri medaksl

Emal kepa a wagung godd  Tel  021-384 3348 (ext 318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor XXX atas nama NAMA

PASANGAN LAMA dan TERMOHON Il yang diterbitkan oleh Panitrera

Pengadilan Agama Bogor pada tanggal XXX, telah dinazegelen dan

cocok dengan aslinya (P. 5);

6. Fotokopi Surat Nomor XXX. Hal: hasil Pengecekan Akta Cerai,

yang dikeluarkan oleh An. Ketua. Panitera Pengadilan Agama Bogor

tanggal XXX, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P. 6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX atas nama TERMOHON

I dan TERMOHON Il yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama

KABUPATEN PURBALINGGA Kabupaten Purbalingga pada tanggal

XXX lelah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P. 7);

Bahwa Termohon | dan Termohon Il tidak mengajukan alat bukti apapun
di depan sidang, meskipun kepadanya telah diberikan waktu yang cukup untuk
itu;

Bahwa Pemohontelah mengajukan kesimpulan dimana Permohon tetap
mempertahankan gugatannya dan bermohon agar gugatannya tetrsebut dapat
dikabulkan,

Bahwa Termohon | dan Termohon Il telah mengajukan kesimpulan
dimana Termohon | dan Termohon |l menyatakantidak keberatan atas
pembatalan perkawinan Termohon | dengan Termohon II,

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua
hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGANHUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis
Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa di
bidang perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana
yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama dan Pemohontelah mendalilkan mengenai tempat dimana perkawinan
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antara Termohon | dan Termohon Il dilangsungkan serta domisili Termohon |
dan Termoho Il yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 25Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2019Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Purbalingga berwenang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini,

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dimana Pemohon adalah
Kepala Kantor Uruasan Agama KABUPATEN PURBALINGGAyang
melaksanakan pencatatan terhadap perkawinan antara Termohon | dengan
Termohon Il dan kemudian menyatakan perkawinan antara Termohon | dengan
Termohon I melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan karena Termohon Il masih terkait perkawinan yang sah
dengan NAMA PASANGAN LAMA, sedangkan akta cerai Termohon |l adalah
palsu, maka berdasarkan ketentuan pasal 23 huruf (¢) Undang-undang Nomorl
Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019Tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 huruf c
Kompilasi Hukim Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohonmemiliki kepentingan
hukum untuk bertindak sebagai pihak (persona standi in judicio) dan
mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan
tersebut;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon, Termohon | dan
Termohon |l telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 121 HIR Jo.
pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata Pemohon, Termohon | dan
Termohon Il telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon maka
dapat diidentifikasi dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX Termohon | dan Termohon |l telah

melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
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Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA;

2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Termohon | berstatus

jejaka dan Temohon Il berstatus janda dengan bukti Kartu Tanda

Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Cerai;

3. Bahwa perkawinan antara Termohon | dan Temohon Il telah

melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang

Perkawinan karena Temohon Il masih terikat perkawinan yang sah

dengan NAMA PASANGAN LAMA karena Akte Cerai Termohon Il

palsu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah
diidentifikasi pada angka 1 (sehubungan dengan telah melangsungkan
perkawinan) Termohon | dan Termohon Il telah menyampaikan pengakuan
murni, namun oleh karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta
nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal 7
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991, maka Pemohon
wajib membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah
diidentifikasi pada angka 2 (sehubungan status Termohon | dan Termoho II),
Termohon | dan Termohon litelah menyampaikan pengakuan murni, maka
bedasarkan pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan di depan hakim
merupakan bukti lengkap, sehingga pengakuan Termohon | dan Termoho Il di
depan sidang adalah merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, oleh
karenanya dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti
kebenarannya,

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah
diidentifikasi pada angka 3 (sehubungan dengan keabsahan akta cerai
Termohon Il), Termohon Il telah menyampaikan bantahan, dimana Termohon ||
menyatakan ia tidak mengetahui kepalsuan akta cerai tersebut karena ia hanya
menerima akta cerai itu dari suaminya yang pertama bernama NAMA
PASANGAN LAMA, oleh karenanya maka berdasarkan Pasal 163 HIR, maka
Majelis membebankan kewajiban pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alatbukti yang diajukan oleh
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Pemohon untuk mendukung kebenaran dalil-dalii permohonannya, Majelis
Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. 1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isibukti
tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna
dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 (Biodata Penduduk Warga Negara
Indonesia) yang merupakan akta, telah dinazegelen dancocok dengan aslinya,
isibukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Termohon Idan telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti
tersebut menjelaskan mengenai identitas Termohon |l berstatus cerai hidup
dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut
telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan
akta otentik,telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut
menjelaskan mengenai Termohon |l berstatus cerai hidupdan telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut telah memenubhi
syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 5 (Fotokopi Akta Cerai) merupakan akta
otentik,telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut
menjelaskan mengenai pada tanggal XXX telah terjadi perceraian antara NAMA
PASANGAN LAMA dengan TERMOHON Il (Termohon Il) dan telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang
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sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 6 (Fotokopi Surat, Hal: hasil Pengecekan
Akta Cerai) merupakan akta otentik,telah dinazegelen dan cocok dengan
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pengadilan Agama Bogor tidak
pernah menerima, memeriksa dan memutus perkara cerai yang diajukan oleh
NAMA PASANGAN LAMA melawan TERMOHON Il dan Akta Cerai Nomor
XXX/AC/2016/PA. BGR tanggal XXX yang didasarkan pada putusan Nomor
XXX/Pdt. g/2016 PA. BGR tanggal XXX atas nama NAMA PASANGAN LAMA
dan TERMOHON II, bukan produk Pengadilan Agama Bogor, halmana telah
sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 7 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah)
merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti
tersebut menjelaskan mengenai Termohon | dan Termohon Il telah
melangsungkan perkawinan pada tanggal XXX, dan tercatat pada Kantor
Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGAdan telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pemohon,
Termohon | dan Termohon I memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon | dan Termohon
Il dan bukti P. 1 sampai dengan P. 7 yang diajukan oleh Pemohon, terbukti fakta
kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon, Termohon | dan Termohon Il bertempat tinggal
di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purbalingga;

2. Bahwa Termohon | dan Termoho |l telah melangsungkan
perkawinan pada tanggal XXX, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama
KABUPATEN PURBALINGGA,;

3. Bahwa pada saat mendaftarkan perkawinan ke Kantor Urusan
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Agama KABUPATEN PURBALINGGA,Termohon | dan Termoho Il
menyatakan status Termohon | adalah jejaka sedangkan Termohon Il
dalah janda cerai hidup dengan bukti Kartu Tanda Penduduk, Kartu
Keluarga dan Akta Cerai,
4. Bahwa Pengadilan Agama Bogor tidak pernah menerima,
memeriksa dan memutus perkara cerai yang diajukan oleh NAMA
PASANGAN LAMA melawan TERMOHON II;
5. Bahwa Akta Cerai Nomor XXX/AC/2016/PA. BGR tanggal XXX
yang didasarkan pada putusan Nomor XXX/Pdt. g/2016 PA. BGR
tanggal XXX atas nama NAMA PASANGAN LAMA dan TERMOHON II,
bukan produk Pengadilan Agama Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perempuan yang mesih terikat dalam suatu hubungan
perkawinan dengan seorang laki-laki, tidak dibenarkan unutk
melangsungkan perkawinan lagi,

2. Pada saat perkawinan antara Termohon | dengan Termohon I,
dilangsungkan, Termohon Il masih terikat dalam suatu hubungan
perkawinan dengan lak-laki yang bernama NAMA PASANGAN LAMA;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonanPemohon sehubungan
dengan telah dilangsungkannya perkawinan antara Termohon | dengan
Termohon Il, Majelis Hakim menilai dalil tersebut telah terbukti kebenarannya
berdasarkan alat bukti bertanda P. 7 yang juga telah menjadi fakta berdasarkan
fakta kejadian pada angka 2, halmana juga telah sesuai dengan pasal 7
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991,

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sehubungan
denganstatus Termohon | dan Termohon Il sebelum melangsungkan
perkawinan adalah jejaka dan janda cerai hidup Majelis Hakim menilai dalil
tersebut telah terbukti kebenarannya berdasarkan alat bukti bertanda P. 3, P. 4
dan P. 5 yang juga telah menjadi fakta berdasarkan fakta kejadian pada angka

3,
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Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sehubungan
dengan perkawinan antara Termohon | dan Temohon Il telah melanggar
ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan karena
Temohon Il masih terikat perkawinan yang sah dengan NAMA PASANGAN
LAMA karena Akte Cerai Termohon Il palsu, Majelis Hakim menilai dalil tersebut
telah terbukti kebenarannya berdasarkan alat bukti bertanda P. 6 yang juga
telah menjadi fakta berdasarkan fakta kejadian pada angka 4 dan 5;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan bukti P. 3, P.4 dan P. 5 yang
menjelaskan Termohon |l berstatus janda cerai hidup karena telah bercerai
berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor XXX/Pdt. G/2016 PA.
BGR tanggal XXX, namun demikian berdasarkan bukti P. 6, Pengadilan Agama
Bogor tidak pernah menerima, memeriksa dan memutus perkara cerai yang
diajukan oleh NAMA PASANGAN LAMA melawan TERMOHON Il dan Akta
Cerai Nomor XXX/AC/2016/PA. BGR tanggal XXX yang didasarkan pada
putusan Nomor XXX/Pdt. G/2016 PA. BGR tanggal XXX atas nama NAMA
PASANGAN LAMA dan TERMOHON II, bukan produk Pengadilan Agama
Bogor, sehingga dengan demikian dapat diketahui dimana Termohon Il pada
saat melangsungkan perkawinan dengan Termohon |, masih terikat dalam
hubungan perkawinan dengan NAMA PASANGAN LAMA;

Manimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon yang
menyatakan perkawinan antara Termohon | dan Temohon Il telah melanggar
ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan karena
Temohon |l masih terikat perkawinan yang sah dengan NAMA PASANGAN
LAMA karena Akte Cerai Termohon Il palsu, telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 9 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “seorang yang
masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, tidak dapat kawin lagi" dan
maksud maksud 71 huruf b Kompilasi Hukum Islam Dilndonesia Tahun 1991,
"perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini ternyata
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kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain”, oleh karenanya Termohon Il
yang pada saat melangsungkan perkawinannya dengan Termohon | masih
terikat tali perkawinan dengan laki-laki bernama NAMA PASANGAN LAMA,
tidak dapat dibenarkan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga
perkawinan yang dilangsungkan antara Termohon | dengan Termohon |l pada
tanggal XXX yang telah dicatat pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN
PURBALINGGA, telah patut dan cukup beralasan untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo tergolong bidang
perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
norma hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan batal perkawinan antara Termohon |

(TERMOHON I) dengan Termohon Il (TERMOHON II) yang dilangsungkan

pada tanggal XXXdi Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmoncol 2

Kabupaten Purbalingga;

3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor:

XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

KABUPATEN PURBALINGGA atas nama (TERMOHON 1[) dan

(TERMOHON II) tidak berkekuatan hukum;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya

perkara sejumlah Rp555.000,00- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 6 Safar1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Jakfaroni, S.H., sebagai
Ketua, Drs. Nursidik, M. H., dan Drs. Endang Sofwan, M. H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Repubik indonesis berusaha uniuk selais mencantumban informasi paiing kini dan skurat sebagal beniuk . Agung untuk publk, dan ak:
pelakzanaan hungs peraditan. Namun dalam hal-hal tertenty maain 0 fenadk per tehnus tevkait dengan Skursdi dan keterinian informasi yang kamy saukan hal mans skan ferus kami pevbaiki dan wakly kewshiu

Dalam hal Ands menemukan inakurasi informas yang fermuat pads sius in atau informasi yang seharusnys ade. namun belum tersedia. maks harap segers hubungl Kepaniteraan Mahkamah Agung Ri medalui
Emad  kepaniteraan @mahkamahegung goid  Telp ' 021-384 3348 (ext.315)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Fauzan, sebagai Panitera,
dihadiri oleh Pemohon, Termohon | dan Termohon II;

Ketua Majelis,

Drs. Jakfaroni, S.H.,

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Nursidik, M. H., Drs. Endang Sofwan, M. H.,
Panitera

Drs. Fauzan

Perincian Biaya :

1.PNBP
a. Pendaftaran R 30.000,00,-
P

b. Pt Rp 10.000,00,-

anggilan

Pertama

Pemohon

(4 P : Rp 10.000,00,-

anggilan

Pertama

Termohon

|

Hal. 13 dari 13 halaman Put. No. 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Dasciaimer
Kaparsteraan Mahhamah Agng Ropudsh NGONetss Denaana unth 1e6l: Mencantamian niommas palng kes Ban skt Sebage Dentus ommen Mathamah AGurg untk pelay Pubis dan sk
petaizanasn Angy pemdinn Naemun dakem hatha! lertenty mash o rorsach e herhit GENQanN ARLTRS G Aeteriunsan AN Yoy ATE Aaphint Nl MENe SARN MUS ATy DorDaski o waki) Arwaln,
Dadam hal Ancta A N & YNg MOTLUS! DS LALS Ky atay NS PENg SSALANYS AL N DEAST VSO MBAS Parag SOgeE ubung: Keper L Agung RI medads Hall 13

Emas @ hogung goid  Tep | 021-354 3348 fext 318)
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putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,0
0,-

10.000,00,-

d. Panggilan Pertama
Termohon I

e. Redaksi

2.Biaya Proses 50.000,00,-

T X X © 2

3. Panggilan L Rp 425.000,00,-
4. Materai : Rp 10.000,00,-
Jumiah : Rp 555.000,00,-

Hal. 14 dari 13 halaman Put. No. 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg.

Deschaemer

Kepantecasn Mahkamah AQung Repubik Indonesss berusahs untuk selads mencantumian inkrmas palng ki dan akural sebage Dentuk komimen Mahkamah Agung untuk peley Pudbk dan sk

peinkzanasn Lings pemdian Namun delam halhal tersent masih o tojack SoANE FOrADT CRNORN BRLIM ciw) keterkirian IIMAS] yang ke Sk, Mal Mans Skan Mrus kani Dertaikl (80 wakty kowsin
Datam ha' Ancte [N Orma s/ pIng fermusl pads Sius i steu INFOMas yang Seharusnys ade. Namun belun lersedis. maks harap segers hubung Keper Ianas AQung RI msdehs Hal: 14

Emar a Noagung.goid  Tek 02 1-364 3348 (ext. 318)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. ldentitas Diri

1. Nama Lengkap : Aktsa Fatharani

2. NIM : 2017302106

3. Tempat/Tgl. Lahir : Bekasi, 23 Maret 2002

4. Alamat Rumah : Perumahan Pepabri Wirasana, Rt 01 Rw 05
5. Nama Ayah : Wahyudin

6. Nama Ibu : Nuning Sri Wahyuni

B. Riwayat Pendidikan
1. Pendidikan Formal
a. SD/MI, tahun lulus : SDN 1 Kembaran Kulon, 2014
b. SMP/Mts, tahun lulus = : SMPN 2 Purbalingga, 2017
c. SMA/MA, tahun lulus : SMAN 2 Purbalingga, 2020
d. SI, tahun masuk : UIN Saizu Purwokerto, 2020
C. Pengalaman Organisasi
1. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga

Islam 2020

Purwokerto, 4 Juli 2024

Akta Fatharani
NIM 2017302106



